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ABSTRAKSI 
AMAL NUR. E111 12 010. Konsolidasi Politik “SIAP-BISA” Setelah 
Memenangkan Pemilu Jeneponto Tahun 2013 . Dibawah bimbingan 
Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si sebagai Pembimbing I dan A. Ali 
Armunanto, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing II. 
Konsolidasi merupakan penguatan keanggotaan masyarakat dalam suatu 
kelompok sosial. untuk mempertahankan pemerintahan  “SIAP-BISA” dia 
harus mengadakan konsolidasi politik sebagai upaya mewujudkan 
kepemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju 
masyarakat Jeneponto yang sejahtera. Adapun pertanyaan penilitan ini 
ialah Bagaimana proses konsolidasi politik yang dilakukan oleh “SIAP-
BISA” pasca pelantikan, serta bagaimana pengaruh konsolidasi terhadap 
birokrasi di pemerintahan Jeneponto.  
 
Peneliti menggunakan teori konsolidasi Demokrasi, teori aktor politik dan 
konsep birokrasi untuk mengetahui proses konsolidasi politik yang di 
lakukan oleh “SIAP-BISA” setelah memenangkan pemilu Jeneponto tahun 
2013, serta mengetahui pengaruh konsolidasi politik terhadap birokrasi di 
pemerintahan Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini, metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif 
yang diharapkan mampu menjabarkan, menggambarkan dan memberikan 
gambaran mengenai konsolidasi politik di Kabupaten Jeneponto. 
  
Adapun peneliti menemukan bahwa konsolidasi internal “SIAP-BISA” 
terbagi menjadi 3 tipe, yakni (1) Konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan 
Pendukung “SIAP-BISA”, (2) Konsolidasi internal SIAP-BISA dengan 
birokrat “dua kaki”, (3) Konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan birokrat 
lawan “SIAP-BISA”. Sedangkan Konsolidasi Eksternal “SIAP-BISA” 
mengarah kepada (1) Konsolidasi eksternal “SIAP-BISA” dengan Anggota 
DPRD, dan (2) Konsolidasi eksternal “SIAP-BISA” dengan Kelompok 
Kepentingan (pengusaha). konsolidasi yang dilakukan oleh pasangan 
“SIAP-BISA” memberikan dampak kepada kinerja birokrat, yakni 
menciptakan birokrat yang kinerjanya tinggi, sedang dan rendah. 
Konsolidasi yang dilakukan  “SIAP-BISA” pasca pilkada menciptakan 
keadaan yang dinamis pada tubuh birokrasi di Kabupaten Jeneponto. 
 
Kata Kunci: Konsolidasi, Konsolidasi Politik, Pilkada Kabupaten 
Jeneponto, Birokrasi. 
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ABSTRACT 
 
AMAL NUR. E111 12 010. Political Consolidation "READY-CAN" After 
Winning Election Jeneponto in 2013. Under the guidance of Prof. Dr. 
Armin Arsyad, M.Si as Supervisor I and A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si as 
Supervisor II. 
 
Consolidation is the strengthening of community membership in a social 
group. to defend the government "READY-CAN" he should hold political 
consolidation as efforts to achieve good governance and strengthening the 
competitiveness of the region towards Jeneponto prosperous society. As 
for this penilitan question is how the process of political consolidation 
conducted by "READY-CAN" after the inauguration, and how the influence 
of consolidation of government bureaucracy Jeneponto. 
 
Researchers used the theory of consolidation of democracy, the theory of 
the political actors and the concept of bureaucracy to know the process of 
political consolidation will be undertaken by the "READY-CAN" Jeneponto 
after winning the election in 2013, as well as determine the effect of 
political consolidation of the bureaucracy in government Jeneponto. In this 
study, the research method used is qualitative and descriptive that is 
expected to describe, illustrate and provide an overview of the political 
consolidation in Jeneponto. 
  
The researchers found that the internal consolidation "READY-CAN" is 
divided into three types, namely (1) Consolidated internal "READY-CAN" 
with Allies "READY-CAN", (2) Consolidated internal READY TO-CAN with 
bureaucrats "two legs", (3) Consolidated internal "READY-CAN" with 
bureaucrats opposed to "READY-CAN". While Consolidated External 
"READY-CAN" refers to (1) Consolidated external "READY-CAN" with 
Members of Parliament, and (2) Consolidated external "READY-CAN" with 
interest groups (employers). consolidation done by the "READY-CAN" had 
an impact on the performance of bureaucrats, namely creating a 
bureaucrat whose performance is high, medium and low. Consolidation is 
done "READY-CAN" The post-election creates a dynamic state in the body 
of the bureaucracy in Jeneponto. 
 
Keyword: Consolidation, Consolidation Politics, Election Jeneponto of 
Bureaucracy. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Juni 2005, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan 
dengan penyelenggaraan tata pemerintahan ditingkat lokal. Kepala 
daerah, baik Bupati atau Walikota maupun Gubernur yang sebelumnya 
dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara 
langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah yang sering 
disingkat dengan pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah secara langsung diatur dalam UU no.32/2004 tentang 
pemerintah daerah  tentang tata cara pemilihan, pengesahan, 
pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. 
Pilihan terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung 
merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem 
perwakilan oleh DPRD. Digunakannya sistem pemilihan langsung 
menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang 
berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Tentu saja, dipilihnya 
sistem pilkada langsung mendatangkan optisme dan pesimisme tersendiri. 
Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar 
masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam 
rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan 
demokrasi di tingkat lokal. 
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Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan 
daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat 
tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Pilkada 
langsung tentu menimbulkan banyak problem, implikasi politik, dan 
dampak sosial ekonomi baik yang menguntungkan maupun tidak. Banyak 
wacana-wacana yang muncul mengkritik tentang pilkada langsung , tetapi 
ada juga wacana yang memberi penjelasan tentang dampak pilkada pada 
proses penciptaan pemerintahan yang responsif dan implikasi-implikasi 
sosial politik. 
Pemilihan langsung kepala daerah menjadi consensus politik 
nasional yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan 
pemerintahan, setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. 
Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan pilkada secara 
langsung sejak diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004. 
Tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif 
desentralisasi, pilkada langsung tersebut merupakan sebuah cara baru 
yang bermakna bagi proses konsolidasi atau penggabungan demokrasi di 
tingkat lokal. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih 
luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan 
kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang 
bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih 
baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, 
seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan.  
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Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang 
aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Sudah tentu hal ini 
karena kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga 
dibandingkan pada segelitir elite di DPRD. Setiap daerah di indonesia 
mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Wali kota. 
Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan 
pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. 
Pemilihan ini biasa disebut sebagai pilkada.  
Menurut S.H.Sarundajang, perubahan-perubahan ketentuan 
mengenai pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah itu 
merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan 
berpengaruh pada kegiatan pemerintahan di tingkat lokal (local 
government). Diakui bahwa sejak lama  rakyat telah menghendaki pilkada 
dilakukan secara langsung.1 
 Dengan perubahan itu, pada dasar pilkada secara langsung 
merupakan kelanjutan dari institusional arrangement menuju demokrasi, 
khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Bagaimanapun, 
pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung akan mendapat 
mandate dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat sebagai wujud 
kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Karenanya 
keiginan orang-orang yang memilih (volonte generale) akan menjadi 
pasangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya dalam 
                                                             
1
 Sarundajang, Pilkada langsung, problem dan prospek, (katahasta pustaka, 2005), hlm. 
241 
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perspektik desentralisasi dan demokrasi procedural, sistem pemilukada 
merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi 
demokrasi di aras lokal. Sistem pemilukada memiliki sejumlah ke 
unggulan dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik yang di tawarkan 
oleh model sentralistik “ala” UU Nomor 5 Tahun 1974 atau model 
demokrasi perwakilan yang di retas oleh UU Nomor 22 Tahun 1999.2 
Proses pilkada di Kabupaten Jeneponto digelar tanggal 18 
September 2013, beberapa nama yang marak di perbincangkan; AFR 
(Ashri Faksiri Radjamilo) ,”SIAP” (Iksan Iskandar Karaeng Ninra), sahabat 
petani (Mahlil sikki), BISA (Mulyadi), dan beberapa nama yang siap untuk 
menjadi orang nomor satu maupun menjadi orang nomor dua di 
Kabupaten Jeneponto. 
Pasangan calon nomor 1 Iksan Iskandar-Mulyadi Mustamu (SIAP-
BISA). Dalam pilkada jeneponto 2013, maju dengan kombinasi Birokrat-
Politisi ini banyak mendapat dukungan masyarakat karena kalimat 
ampuhnya “saatnya perubahan !”, sedangkan masyarakat memang 
menginginkan perubahan yang lebih berarti dari keadaan yang sedang 
dirasakannya, dan harapan untuk berubah tentu diletakkan pada calon 
pemimpin yang baru. Sedangkan pada pasangan calon nomor urut 2 
Syuaib Mallombasi-Andi Mappatunru yang bertagline Pilar (pilihan rakyat) 
dari pandangan mata bisa kita nilai, dia kurang mendapatkan dukungan 
dari masyarakat, selain masyarakat kurang mengenalnya, juga berasal 
                                                             
2
Saldi ilsra, “ Hubungan Eksekutif-Legeslatif Pasca Pemeilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung “,(katahasta pustaka, 2005), hlm. 124  
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dari satu kecamatan, berbeda dengan calon lainnya berasal dari 
kecamatan yang berbeda. Calon nomor 2 kurang didukung Tim-tim sukses 
yang ulet dan berpengaruh dalam masyarakat. 
Lain halnya dengan pasangan calon nomor urut 3 Ashari F 
Radjamilo-Mahlil Sikki yang bertagline Mantap yang terdiri dari Birokrat-
Birokrat, banyak pula massa pendukungnya terutama dari kalangan 
aparat pemerintahan baik pegawai negeri, kepala desa maupun pegawai 
yang masih berstatus honorer. Mereka membanjiri lokasi deklarasi atau 
kampanye tanpa peduli aturan netralisasi PNS dalam pilkada. AFR yang 
selama beberapa bulan menjabat kepala dinas pendidikan Jeneponto 
mampu mengikat para guru dan kepala sekolah, dan para kepala sekolah 
mengikat pula bawahannya.  
Dalam Persaingan politik antara  AFR-Maki dan SIAP-BISA akan 
menjadi Kekuatan paket jualan utama Partai-partai yang akan mengusung 
para kandidat kepala daerah kabupaten Jeneponto. Kekuatan paket ini 
dilandasi kekuatan figur dua sosok yang banyak persamaan sekaligus 
perbedaan. Sosok Ashari Faksiri Radjamilo yang agresif bakal dinamis 
dengan Mahlil Sikki yang hadir dengan figure pendekatan disisi pertanian. 
Kekuatan figur AFR sebagai tokoh muda juga bisa menjadi sempurna 
ketika bersanding dengan Mahlil sikki sebagai representasi figur yang 
lebih dewasa. 
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Persaingan Ashari dan Ikhsan merupakan persaingan pengaruh 
Kerajaan Bangkala dan Kerajaan Binamu.3 Pada tanggal 24 september 
2013, KPU menetapkan kandidat Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Ikhsan 
Iskandar, M.Si dan Mulyadi Mustamu, SH (SIAP-BISA), yang diusung 
Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), Barisan Nasional (Barnas), Partai Bintang Reformasi 
(PBR), dan Partai Bulan Bintang (PBB) berhasil memenangkan kompetisi 
pemilukada dengan perolehan suara 102.499 atau 51,31 % menyusul Dr. 
Ashari Fakshirie Radjomilo, M.Si dan H. Mahlil Sikki,SE,MP (AFR-MAKI) 
yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional 
(PAN), serta partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dengan perolehan suara 
89.511 atau 44,81 % dan terakhir Drs.H.Syuaib Mallombasi, MM dan H. 
Andi Mappatunru,SH,MH (SMART-PILAR) yang diusung Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Pekerja dan 
Pengusaha Indonesia, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 
(PNBK) dengan perolehan suara 7.743 atau 3,87 % dengan jumlah 
partisipasi pemilih 199.753 orang pada 627 TPS . 
Dalam konsolidasi politik ada empat balon Bupati Jeneponto 
bersekutu dengan pasangan calon Bupati-wakil bupati Jeneponto, Iksan 
Iskandar Kr Ninra-Mulyadi Mustamu Kr Tinggi (SIAP-BISA), untuk 
melawan kuatnya dukungan putra karaeng yang juga Bupati Jeneponto, 
Radjamilo, Ashari Fakhsiri Radjamilo di pemilukada Jeneponto. Ketiga 
                                                             
3
Akbar Mahenra, Budaya politik Patrimonialisme Dalam pemilihan Kepala Daerah Di 
Kabupaten Jeneponto, (skripsi, 2014) , hlm. 45 
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balon bupati yang bersekutu itu Kaharuddin, Maddo Pammusu Dg Bella, 
Burhaduddin BT Dg Temba, dan Iksan Iskandar Kr Ninra. Selain itu, balon 
wakil bupati Thahal Fasni Kr Sutte juga turut bergabung dalam koalisi itu. 
Persekutuan ini bersepakat mengusung pasangan SIAP-BISA. 
Kaharuddin yang bakal maju berpaket Thahal Fasni Kr Sutte, memilih 
mundur dari pencalonan karena faktor partai pengusung dan rendahnya 
elektabilitas.  
Setelah mundur Master Campaing (MC) Kaharuddin 
mengisyaratkan satu kekuatan ke Iksan-Mulyadi (SIAP-BISA). Kaharuddin 
Adwin Kr Sutte bertemu langsung dengan Iksan-Mulyadi (SIAP-BISA), dan 
Ketua Tim Iksan-Mulyadi (SIAP-BISA), dr Sapruddin Nurdin, di kediaman 
Thahal Fasni Kr Sutte di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke 
mengungkapkan dukungan penuh Kaharuddin kepada Iksan-Mulyadi 
(SIAP-BISA). Sedangkan Thahal Fasni Kr Sutte memang mengundang 
langsung pasangan Iksan-Mulyadi kerumahnya di Kampala dan 
menyatakan mendukung paket dengan Tagline (SIAP-BISA).  Ketua DPD 
PKS Jeneponto ini bahkan menawarkan partainya untuk turut dikendarai 
Iksan- Mulyadi maju di Pemilukada Jeneponto. Sedangkan Maddo 
Pammusu dan Burhanuddin BT yang gagal mengendarai Golkar juga 
bersekutu melawan AFR. Maddo mengajak seluruh tim dan relawan MP di 
11 kecamatan se-Kabupaten Jeneponto untuk mendukung pasangan 
Iksan-Mulyadi (SIAP-BISA). 
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          Berikut profil singkat dari tiga pasangan calon Pilkada Jeneponto: 
Nomor urut 1, Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu. Pasangan ini 
diusung partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), Barisan Nasional (Barnas), Partai Bintang 
Reformasi (PBR), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Iksan Iskandar 
sebelumnya menjabat sebagai sekertaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 
Mulyadi merupakan ketua DPRD Kabupaten Jeneponto. 
Nomor urut 2, Syuaib Mallombasi dan Andi Mappatunru. Pasangan 
ini diusung partai dengan jumlah kursi delapan, antara lain Partai Pemuda 
Indonesia,Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, dan Partai Nasional 
Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK). Syuaib merupakan mantan 
kepala dinas Pariwisata Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Andi 
Mappantunru merupakan ketua Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto. 
Nomor urut 3, Ashari Fakshirie Radjomilo dan Mahlil Sikki. 
Pasangan ini diusung Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat 
Nasional (PAN), serta partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).Ashari 
merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto. 
Mahlil Sikki merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 
Jeneponto. 
Dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Jeneponto telah 
menciptakan pregmentasi politik antara tim kelompok pendukung masing-
masing calon. Utamanya pasangan calon yang bersaing ketat, pasangan 
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calon yang bersaing ketat yaitu pasangan calon nomor urut 1 Iksan 
Iskandar dan Mulyadi Mustamu (SIAP-BISA), dan pasangan nomor urut 3 
Ashari Fakshirie Radjamilo dan Mahlil Sikki (AFR-Maki), dalam persaingan 
politik itu terjadi perpecahan antara kelompok-kelompok pendukung, hal 
itu berdampak pada birokrasi pemerintahan yaitu terjadinya mutasi 
besaran-besaran, sehingga pendukung anak Radjamilo yang umumnya 
pejabat pada masanya, di mutasi oleh pasangan SIAP-BISA setelah 
beberapa waktu memenangkan pemilukada di Kabupaten Jeneponto pada 
tahun 2013 dan pejabat pengganti itu umumnya adalah pejabat baru yang 
merupakan pendukung pasangan SIAP-BISA. 
 Kelompok birokrasi yang di mutasi merasa di rugikan karena 
mutasi itu tidak di dasarkan pada analisis jabatan yang tepat, tetapi lebih 
merupakan balas jasa dan balas dendam, balas dendam kepada pejabat 
yang tidak mendukung pasangan SIAP-BISA dalam pilkada jeneponto 
2013 dan balas jasa kepada birokrat yang mendukung pasangan SIAP-
BISA dalam pemilukada Jeneponto. Hal itu menimbulkan perpecahan di 
kalangan birokrasi maupun di kalangan masyarakat dan para pendukung, 
kondisi itu membutuhkan konsolidasi politik sehingga Bupati dan Waki 
Bupati pasangan SIAP-BISA dapat menjalankan roda pemerintahan 
pembangunan dan layanan kepada masyarakat dengan baik.   
Setelah terpilih sebagai pemenang pilkada pasangan nomor urut 1 
Iksan Iskandar - Mulyadi Mustamu (SIAP-BISA), mereka menghadapi 
babak baru, yaitu dia akan menduduki kekuasaan. Untuk menggunakan 
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kekuasaannya dalam memerintah Kabupaten Jeneponto 5 tahun ke 
depan. Berbagai proses konsolidasi politik pun di lakukan setelah menjadi 
Bupati dan Wakil bupati Jeneponto, konsolidasi bermakna penguatan 
ikatan pada suatu kelompok oleh masing-masing anggota sosial menjadi 
kelompok yang semakin kuat, konsolidasi bisa juga diartikan sebagai 
perbuatan untuk memperkuat, mempersatuakan, memperteguh atau 
menghubungkan, dalam pemerintahan yang baru pembangunan 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2018 di bawah kepemimpinan Bupati 
Iksan Iskandar, dan Wakil Bupati Mulyadi Mustamu, dia mewujudkan 
pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju 
masyaakat Jeneponto yang sejahtera. 
  Konsolidasi juga merupakan penguatan keanggotaan masyarakat 
dalam suatu kelompok sosial. untuk mempertahankan pemerintahannya 
dia mengadakan konsolidasi politik  dengan misi, mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
membangun kemandirian ekonomi masyarakat, mewujudkan tata kelola 
keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan 
akuntabel, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar 
di setiap Desa/Kelurahan, dan meningkatkan kualitas kehidupan 
beragama. Jadi untuk lebih detailnya konsolidasi adalah penggabungan 
beberapa elemen untuk bersama-sama secara terpadu dan memiliki satu 
tujuan yang sama.  
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Berdasarkan uraian di atas, khususnya menyangkut  konsolidasi 
politik. Konsolidasi politik adalah peleburan dua golongan aktor politik atau 
pihak menjadi satu, usaha untuk memperteguh dan memperkuat 
hubungan dan mensolidkan persatuan menjadi satu pokok pemikiran, 
yang merupakan salah satu bentuk proses politik, maka penulis memilih 
alasan tersebut untuk membahas lebih detail lagi mengenai konsolidasi 
politik  “SIAP-BISA” setelah memenangkan pemilu  Jeneponto tahun 
2013. Maka dari itu penulis mengambil judul : KONSOLIDASI POLITIK  
“SIAP-BISA” SETELAH MEMENANGKAN PEMILU JENEPONTO 
TAHUN 2013 
1.2. Rumusan Masalah 
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti 
mengenai” Konsolidasi Politik “SIAP-BISA” Setelah Memenangkan 
Pemilu Jeneponto Tahun 2013 ”maka penulis membatasinya pada 
persoalan sebagai berikut: 
1.2.1.  Bagaimana  konsolidasi politik yang dilakukan oleh  “SIAP-BISA” 
pasca pelantikan ?  
1.2.2. Bagaimana pengaruh konsolidasi terhadap kinerja birokrasi di 
pemerintahan Jeneponto ? 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian : 
1.3.1.1.   Mendeskripsikan dan menganalisis Konsolidasi Politik “SIAP-
BISA” Setelah Memenangkan Pemilu Jeneponto 2013 
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1.3.1.2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh konsolidasi 
terhadap kinerja birokrasi di pemerintahan Jeneponto  
1.3.2. Manfaat Penelitian 
1.3.2.1. Manfaat Akademis : 
1.3.2.1.1. Menunjukan secara ilmiah mengenai konsolidasi politik 
dalam pemilu 2013. 
1.3.2.1.2. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian 
ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya 
politik kontemporer. 
1.3.2.2. Manfaat Praktis : 
1.3.2.2.1. Memberikan informasi tentang Konsolidasi Politik “SIAP-
BISA” Setelah Memenangkan Pemilu Jeneponto 2013 
1.3.2.2.2. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana 
ilmu politik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini yang akan dibahas ada enam aspek yaitu: Konsep 
Konsolidasi Politik, Demokrasi Konsosiasional,  Konsep Birokrasi,  Konsep 
Aktor Politik, Kerangka Pikir,  Skema Kerangka Pikir. Ke enamnya akan 
diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan di bab ini. 
2.1. Konsep Konsolidasi Politik 
2.1.1. Konsolidasi demokrasi 
Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses), 
penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara 
padu memfasilitasi demokratisasi politik. Larry Diamond, dalam bukunya 
Developing Democracy toward Consolidation (1999), mengungkapkan 
definisi konsolidasi demokrasi sebagai persoalan bagaimana merawat 
stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan 
pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua 
aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya 
bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi 
masyarakat mereka. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi 
yaitu : lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-
kelompok kepentingan maupun masyarakat politik (O’Donnel dan 
Schmitter, 1993: 24-6). Adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-
nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai 
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elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama 
transisi menuju demokrasi. 
2.1.2. Urgensi Konsolidasi Demokrasi 
Untuk membangun rezim demokratis yang kuat dan melembaga 
setelah runtuhnya rezim otoriter. Setelah rezim otoriter berakhir, situasi 
politik tidak menentu (chaos), fragmentasi sipil, militer frustrasi dan 
merasa terpojokan atas perannya mendukung regime masa lalu dan 
norma, aturan dan prosedur (rule of the game), baru yang mewakili sistem 
demokrasi belum terbentuk. Itulah sebabnya konflik-konflik menjadi 
terbuka dan sulit dikendalikan mengingat penguasa baru belum punya 
pijakan politik yang bisa absah diterima semua kelompok politik guna 
melembagakan konflik-konflik politik yang muncul. Dengan demikian, 
tahapan berikutnya yang dilakukan penguasa demokrratis baru setelah 
pemerintahan otoriter runtuh adalah dibangunnya rezim demokratis yang 
meliputi nilai, norma dan institusi demokrasi serta pengkonsolidasian 
rezim demokratis baru.4 
Jadi pimpinan pemerintahan merupakan suatu jabatan untuk 
kepentingan seluruh masyarakat. Sebagaimana halnya dengan kaulanya 
yang terendah, penguasa hanya di benarkan dalam tindakannya apabila 
ia berbuat untuk kepentingan umum. Secara umum, ada tiga fungsi pokok 
kepemimpinan yang layak diamati dan didiskusikan : 
                                                             
4
 Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta: Grafiti, 1995), hlm, 45 
15 
 
Pertama, fungsi identifikasi dan analisa. Pemimpin, karena posisi 
sebagai pusat acuan dari para pengikut, harus mampu membuat 
identifikasi dan analisa atas masalah-masalah apa saja yang dipandang 
perlu menjadi perhatian umum. Masalah itu dapat berupa sesuatu yang 
sudah terjadi, sedang terjadi, atau menurut visi sang pemimpin akan 
masalah merupakan ukuran penting dari kualitas seorang pemimpin. 
Kemauan itu juga mencakup antisipasi atas sejauh mana  pengikut dan 
calon pengikut akan bereaksi terhadap rencana-rencana yang akan di 
paparkan oleh si pemimpin. 
Kedua, fungsi penetapan tujuan dan perumusan kebijakan. Jadi, 
menyusup tahap indentifikasi dan analis, dan setelah memasyarakatkan 
hasil-hasil, maka fungsi berikut  yang harus diemban adalah penetapan 
tujuan dan perumusan kebijakan. Muatan nilai dari tujuan dan cita-cita itu 
segohnya mudah dicerna serta disepakati, dan karena itu akan segera  
menarik para pengikut untuk betujuan berlomba mendukungnya. Dengan 
tujuan itu diharapkan agar para pengikut bersatu, mengorganisir diri 
mereka secara suka rela, sehingga setiap tindakan yang diambil akan 
efektif. Selanjutnya, pemimpin dituntut pula untuk mampu 
mengartukulasikan pandangan-pandangan dan aspirasi pengikutnya. 
Ketiga, Fungsi membangun dan mengerakkan semangat. Ini 
berkenaan dengan upaya membangun kemauan yang keras diantara para 
pengikut untuk bertindak, melaksanakan setiap segi dari kebijakan yang 
termasuk dalam tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga 
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pencapain tujuan dapat dimaksimalkan. Hanya kemauan keras setiap 
pribadi dalam kelompok atau organisasi yang akan menjamin suksesnya 
implementasi sesuatu kebijakan. Pemimpin, betapun pintar dan 
berbakatnya, tidak akan mampu melaksanakan sesuatu kebijakan secara 
efektif tanpa dukungan yang sepadan dari para pengikutnya. 
2.1.3. Asumsi di Balik Perlunya Konsolidasi Demokrasi 
1. Lemahnya kekuatan-kekuatan sipil demokrasi, yang di awal 
keruntuhan rezim otoriter tercerai-berai akibat pandangan politik yang 
beragam, mereka berangkat dari kepentingan dan motivasi serta 
ideologi politik yang juga berbeda. 
2. Visi elite menyangkut prioritas kebijakan-kebijakan politik apa yang 
harus diambil di era transisi belum terbentuk atau kalau pun ada masih 
cenderung terpolarisasi. Mengutip pendapat Chalmers Johnson, dalam 
era perubahan politik, khususnya revolusi dan reformasi politik besar, 
ketidakseimbangan selalu muncul yakni suatu situasi di mana nilai-
nilai, persepsi-persepsi atau kepercayaan-kepercayaan para elite 
politik, masyarakat, institusi-institusi politik dan sistem ekonomi tidak 
tersinkronisasi dan tidak saling memperkuat. Dengan situasi tersebut, 
konflik-konflik politik acapkali berlangsung terbuka. Prioritas politik 
menyangkut arah transisi demokrasi menjadi faktor penting yang harus 
disepakati oleh para elite politik. Dalam permasalahan ini (transisi 
demokrasi), kata reformasi politik menjadi substansial karena tujuan 
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selama fase transisi adalah menghadirkan regim politik baru dengan 
prioritas kebijakan-kebijakan reformasi politik besar.  
2.1.4. Faktor Yang Menyebabkan Kegagalan Konsolidasi Demokrasi  
Pertama, proses konsolidasi demokrasi masih terpusat pada 
struktur-elite. Di Indonesia sendiri, elite politik yang ada masih tercerai-
berai tanpa ada visi dan komitmen bersama untuk membangun 
demokratisasi yang lebih substansial. Konsolidasi demokrasi oleh elite 
dimaknai sebagai kompromi politis memperebutkan kekuasaan bukan 
sebagai kekuatan transformatif yang memperjuangkan nasib rakyat. 
Fenomena pelacuran politik ini dapat kita amati pada pemilu legislatif dan 
pilpres kemarin. Meskipun dilakukan secara langsung, dalam arti rakyat 
yang menentukan, tapi tetap saja yang berperan penting adalah elite dan 
partai politik. Bukannya konsolidasi demokrasi yang terjadi melainkan 
konsolidasi elite untuk mempertahankan status quo. 
Kedua, penghambat terjadinya konsolidasi demokrasi yang matang 
adalah intervensi politik militer dan persoalan birokrasi nasional. Realitas 
politik di Indonesia sejak orde lama, orde baru sampai era reformasi 
sekarang ini belum mampu menghapus peran militer yang masih 
menancapkan kukunya dalam konfigurasi politik nasional. Dengan dalih 
stabilitas pertahanan dan keamanan negara militer masih bermain politik 
untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Pencalonan 
presiden dari kalangan militer pada pemilu 2004 dapat menjadi indikasi 
bahwa militer belum sepenuh hati mereformasi dirinya. 
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2.1.5. Politik Lokal 
Dalam proses pembentukan identitas politik lokal sebagaimana 
diungkapkan Ramlan Surbakti5 yaitu: (a) Usaha yang di tempuh warga 
negara untuk membicarakan dan kebaikan bersama; (b) Segala hal yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; (c) Segala 
kegiatan yang diarahkan untuk menekan dan mempertahankan 
kekuasaan dalam masyarakat; (d) Kegiatan yang berkaiatan dengan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum; (e) Sebagai konflik dalam 
rangka mencari atau mempertahankan sumber yang dianggap penting. 
Kekuasaan ini tidak boleh dipindahkan kelain tangan, atau tidak 
dapat diserahkan baik secara mutlak (selurunya), maupun sebagian. Jadi 
kemauan umum atau kedaulatan itu tetap ada pada masyarakat atau 
keseluruhan daripada rakyat. Tetapi bukan rakyat secara perseorangan 
melainkan rakyat yang sudah berganti menjadi suatu kesatuan, yang di 
sebut masyarakat. Dalam hal ini Rousseau sebetulnya tidak 
mempersoalkan bagaiamanakah sikat daripada kekuasaan itu pada 
umumnya. Hanya saja ia menganggap bahwa kekuasaan yang ada pada 
penguasa atau raja itu sebagai suatu kekuasaan yang diwakilkan saja, 
bukan kekuasaan asli. Jadi raja bukanlah pemilik kekuasaan. 
                                                             
5
Surbakti, Ramlan, 2002, “Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektik Politik”, dalam Riza 
Sihbudi dan Moch. Nurhasim (eds.), 2002, Amandemen Konstitusi dan Strategi 
Penyelesaian Krisis Politik Indonesia, (Jakarta : AIPI), hlm, 485-493. 
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Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dicermati dalam 
perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah pada masa globalisai 
adalah: 
1. Adanya transformasi kehidupan melalui informasi yang bebas. 
2. Keterkaitan yang erat antara dinamika sosial, politik, dan 
ekonomi antara satu Negara dengan Negara lainnya. 
3. Munculnya banyak organisasi nonpemerintah atau lembaga 
swadaya masyarakat (nongovernment organization) yang ikut 
membawa suara rakyat. 
4. Makna demokrasi perwakilan bergeser kepada demokrasi 
partisipasi. 
5. Hirarki organisasi berubah menjadi jaringan kerja.              
Untuk itu, dalam setiap kebijakan, perencanaan, program, dan 
proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah kabupaten dan 
kota harus memantau dan menganalisis perubahan sosial yang terjadi di 
lingkungannykannya,mengaitkannya dengan kebijakan sosial, 
mengantisipasi dampaknya, dan mengaplikasikannya dalam prosedur 
perencanaan rutin, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki bagi 
pembangunan sosial. 
2.2. Demokrasi Konsosiasional 
Demokrasi konsosiasional adalah bentuk spesifik dari demokrasi 
konsensual yang dikemukakan oleh  Arend lijphart dalam bukunya, the 
politics of accomomodation, sebagai solusi untuk masyarakat yang sangat 
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terpecah berdasarkan garis etnis, agama atau kultural. Secara spesifik, 
lijphart mengatakan bahwa solusi untuk masyarakat yang sangat terpecah 
seperti di belanda adalah sisitem pemerintahan di mana kelompok berbagi 
kekuasaan di dalam konstitusi. Gagasan representasi kelompok adalah 
kunci dalam pandangan lijphart tentang cara mencapai demokrasi, dan 
model demokrasi konsosional akan memberikan lebih banyak ruang 
partisipasi kelompok dan suara untuk minoritas. 
Konsosiasional berasal dari terminologi Latin yiaitu consociatio 
yang bermaksud berkongsi dalam suatu perikatan. Menurut Arend Lijphart  
demokrasi konsosiasional melibatkan kerajaan yang ditubuhkan oleh 
gabungan elit yang terdiri dari berbagai kumpulan etnik, elemen , 
perkongsian dan akomodasi. 
Teori konsosiasional yang dikemukakan oleh Arend Lijphart 
merupakan model yang penting dalam memahami pencapaian kestabilan 
dalam negara-negara majemuk. Lijphart (1977) mencanangkan empat ciri 
penting dalam teori konsosiasional. Ciri-ciri ini ialah gabungan perdana 
(grand coalition), yang disertai oleh para pemimpin politik yang mewakili 
berbagai-bagai kumpulan etnik. Ini diikuti oleh kuasa veto yang dimiliki 
bersama oleh semua kumpulan etnik. Ciri yang seterusnya ialah 
kewujudan sistem nisbah (proportionality) untuk setiap kumpulan etnik 
diwakili dalam Parlimen, perkhidmatan awam dan agensi-agensi kerajaan. 
Ciri akhir ialah terdapatnya hak autonomi kelompok bagi setiap komuniti 
yang bertujuan membolehkan mereka melakukan hal-ehwal mereka 
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dengan agak bebas. Konsosiasional sebagai satu pendekatan untuk 
membendung konflik etnik didapati gagal berfungsi di setengah negara 
dunia ketiga (Lijphart, 1977). 
konsosiasional yang berasaskan penerimaan kemajemukan etnik 
sebenarnya bertentangan dengan dinamika etnisiti dan nasionalisme yang 
bertindak atas landasan untuk menegakkan dan seterusnya untuk 
menguasai sesuatu kumpulan etnik dalam berbagai-bagai bidang. 
Pendekatan konsosiasional yang menggalakkan penglibatan dalam 
kegiatan politik berdasarkan etnik juga mampu menyumbang kepada 
pembahagian etnik yang seterusnya menyebabkan polarisasi dalam 
masyarakat. Selain itu, para elit politik didapati tidak berupaya bertindak 
menjangkaui batasan etnik kerana sentimen etnisisme masih 
mempengaruhi pertimbangan mereka. Selanjutnya konsosiasional 
dikatawakan menawarkan satu bentuk demokrasi dan kerajaan yang 
kurang berkesan lantaran kumpulan minoriti juga memiliki kuasa veto. 
2.2.1. Kriteria demokrasi Konsosiasional  
1. Penumbuhan gabungan pemimpin semua kumpulan etnik yang 
penting dalam masyarakat majemuk. Dapat memastikan adanya 
keterlibatan pemimpin-pemimpin politik kumpulan etnik dalam 
pemerintahan negara. 
2. Hak veto yang sama antara kumpulan yaitu untuk melindungi hak  
minoritas suara yang sama dengan golongan etnik mayoritas. 
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3. Proportionality atau peruntukan dalam peraturan tertentu dalam 
tagihan sumber perwakilan politik, jabatan kerajaan, tagihan 
peruntukan kewenangan dari kerajaan. 
4. Kuasa otonomi  diberikan kepada setiap kumpulan etnik untuk 
menguruskan kepentingan masing-masing.  
2.2.2. Kuasa otonomi boleh diberikan apabila: 
a). Apabila kelompok tertentu mampu di kawasan tertentu. 
b). Apabila kelompok bersatu, otonomi dilaksanakan melalui federalisme 
yang mempunyai kuasa dan hak dalam kepentingan mereka. 
2.2.3. Kelakuan pemimpin politik 
1. Menyedari bahawa masyarakat yang mereka pimpin terdiri dari 
berbagai kumpulan yang berpecah-belah. 
2. Mempunyai komitmen dalam menegakkan sistem berdasarkan 
konsosiasional. 
3. Berupaya mengatasi perbedaan antara mereka yang kebanyakan 
berasal dari perbedaan etnik dengan komunikasi yang efektif.  
4. Mampu membuat penyelesaian bagi desakan atau permintaan oleh 
berbagai kumpulan. 
2.3. Konsep Birokrasi 
Selain presiden dan wakil presiden (pemerintahan presidensial) 
atau perdana menteri dan wakil perdana menteri (pemerintahan 
parlementer), para menteri, yang dimaksud dengan pemerintah atau 
pemerintahan dalam suatu negara adalah juga birokrasi. Di sini, 
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sebagaimana diuraikan sebelumnya, salah sat fungsi pemerintahan 
adalah fungsi penerapan peraturan yang mencakupi pelaksanaan 
peraturan sebagai aturan berperilaku , dan pembuatan keputusan yang 
bersifat penjabaran . Itulah salah satufungsi yang dijalankan birokrasi 
sebagai bagian dari struktur eksekutif. Oleh sebab itu, pada bagian ini 
perlu  dijelaskan secara garis besar mengenai konsepsi birokrasi. 
Birokrasi merupakan organisasi berskala besar yang merupakan 
mesin penggerak pelaksanaan pemerintah . Secara struktur dan fungsi 
kelembagaan dalam pemerintahan, birokrasi merupakan suatu keharusan 
(It‟s a must). Kata birokrasi di temukan oleh Monsier de Gournay pada 
tahun 1975. Dari sudut bahasa, birokrasi berasal dari kata “biro” (bureau) 
yang berarti kantor ataupun dinas, dan kata “krasi” (cracy, kratie) yang 
berarti pemerintahan. Dengan demikian, dari sudut ini , birokrasi berarti 
dinas pemerintahan6 Sementara dalam kamus politik, birokrasi memiliki 
aneka pengertian dan ragam catatan, antara lain; pertama, birokrasi 
adalah sistem  pemerintahan yang dijalankan  oleh pengawai pemerintah 
karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan ; 
kedua,birokrasi merupakan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang 
serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang 
banyak liku-likunya; Dan ketiga , birokrasi sering melupakan tujuan 
pemerintah yang sejati, karena terlalu mementingkan cara dan bentuk. Ia 
menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat 
                                                             
6
Ramlah Surbakti, op cit., hlm. 183 
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menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang jelimet dan 
bergantung pada pemerintah atasan, berjiwa statis , dan karena itu 
menghambat kemajuan. 
Berkaitan dengan pengertian dan posisi birokrasi dalam 
kepentingan Negara, Greenberg, seperti dikutip Aief Budiman, 
menuturkan bahwa birokrasi itu netral dan hanya mengikuti aturan yang 
sudah ada . Para birokrat sekedar merupakan mesin negara. Hanya saja , 
dalam praktiknya, birokrasi memiliki kekuatan dan kemandiriannya sendiri, 
yang bisa memengaruhi kebijakan sebuah organisasi,  termasuk 
organisasi yang bernama negara.   
Kekuatan dan kemandirian aparat birokrasi Negara ini, menurut 
Arief Budiman , mungkin dapat di jelaskan lebih lanjut apabilah kita 
mengamati kembali teori birokrasi Max Weber. Dalam konteks ini, Weber 
menyebutkan bahwa di samping tenaga administrasi, kantor harus 
dipimpin oleh politikus yang bisa mengambil keputusan berdasarkan 
kebijakannya. Karena itu Dalam Negara itu sesungguhnya terdapat dua 
unsur ; tenaga administrasi dan politisi yang berada di puncak pimpinan 
tertinggi sebuah organisasi  atau departamen. Tenaga administrasi adalah 
posisi teknis karena itu jabatan ini diduduki oleh orang-orang yang 
memiliki kualifikasi teknis tertentu. Sementara orang-orang yang 
menduduki puncak pempinan tertinggi sebuah departemen merupakan 
jabatan politisi, karena menyangkut kebijakan. Karena itu, pejabat yang 
menduduki jabatan ini diangkat melalui sebuah proses  politik seperti 
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pemilihan. Semua ini tampaknya dijadikan satu oleh Greenberg dengan 
nama aparat birokrasi atau pemerintah.7 
Terlepas dari kaitan di atas, Max Weber, telah mendiskripsikan 
sejumlah karakteristik birokrasi dari perspektif tipe ideal (tipologik), antara 
lain sebagai berikut. 
1. Birokrasi menekankan pembagian kerja dengan spesialisasi 
peranan yang yang jelas. Pembagian kerja yang jelas dan 
terinci ini akan membukakan kesempatan untuk hanya merekrut 
para pengawai yang ahli dalam bidangnya dan memungkinkan 
tiap-tiap pegawai sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan tugasnya. 
2. Birokrasi atau organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hierarki 
kontrol. Artinya, jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol 
dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Setiap pejabab 
dalam hierarki administrasi ini mempertanggungjawabkan 
kepada atasannya tidak saja setiap keputusan dan tindakan 
yang diambilnya sendiri, tetapi setiap keputusan dan tindakan 
yang diambil oleh bawahannya. 
3. Kegiatan birokrasi ini dilakukan berdasarakan sistem aturan 
abstrak yang  konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-
aturan ini ke dalam kasus-kasus yang khusus. Sistem standar 
ini dibuat untuk menjamin keseragaman tidak hanya dalam 
                                                             
7
Arief Budiman, Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta Gramedia Pustaka 
Utama,2002, hlm.88. 
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pelaksanaan setiap tugas, terlepas dari beberapa pun jumlah 
orang yang terlibat di dalamnya, tetapi juga dalam koordinasi 
berbagai tugas. 
4. Organisasi jabatan ini menekankan keharusan untuk dapat 
bekerja dengan penuh dan diiringi dengan penerimaan gaji. 
Setiap hierarki pekerjaan tertentu memiliki tingkat gaji yang jelas 
dan tetap. Dengan itu, setiap individu dituntup untuk bisa 
mengembangkan karya dan karirnya dalam organisasi tersebut. 
5. Organisasi ini memungkinkan adanya ruang bagi promosi 
jabatan atau perjenjangan karir didasarkan pada kemampuan, 
senioritas dan campuran di antara keduanya. Dapat dikatakan 
sebagai promosi kerja melalui merit system. 
6. Organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi 
pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai 
tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, birokrasi 
mengatasi masalah unik organisasi8. Artinya, memaksimalkan 
koordinasi dan pengendalian sehingga tidak hanya efesiensi 
organisasi yang tercapai, tetapi juga efesiensi produktif setiap 
personal pegawai. Bagaimana birokrasi lahir ? Menurut Budi 
                                                             
8
Ramlan Subakti., loc cit. Lihat juga, Max Weber, The Theory of Social and Economic 
Organization, Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: 
Oxford university pers, 1974), hlm. 330-337. 
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Setyono (2005:hlm 29-30), pada dasarnya birokrasi lahir 
sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan 
kompleks yaitu dari serangkaian prosedur yang berliku dan 
menyangkut kontekstualitas sosial yang universal, dan 
dijelaskan sebagai berikut : manusia sebagai individu sekaligus 
sebagai makhluk sosial jelas tidak mungkin bisa hidup sendiri. 
Dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya dan juga agar bisa tetap eksis. Ketika individu-
individu tersebut ternyata mempunyai kepentingan dan 
kebutuhan yang sama, maka mereka berkomitmen untuk 
membentuk sebuah komunitas sosial yang selanjutnya 
komunitas sosial ini disebut sebagai negara. Sehingga Negara 
(Pemerintah) dibentuk berdasar pada kontrak sosial, dimana 
pada kontrak ini negara diberi kuasa untuk mempunyai 
beberapa fungsi anatra lain fungsi keamanan, ketertiban, 
keadilan, pekerjaan umum, kesejahteraan, dan pemeliharaan 
Sumber Daya Alam dan lingkungan.Jadi birokrasi adalah mesin 
negara (state michenary), karena jika tidak ada negara maka 
birokrasi pun juga tidak pernah ada, dan sebaliknya juga tidak 
mungkin ada negara tanpa ditopang oleh organisasi birokrasi. 
Peran birokrasi menentukan hitam putihnya kehidupan 
masyarakat dan negara. Jika birokrasi baik, maka Negara dan 
masyarakat akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika birokrasi 
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buruk maka masyarakat juga akan buruk. Jadi birokrasi memiliki 
akibat ganda yang saling bertolak belakang bagi masyarakat, 
yaitu menjadi lembaga yang sangat bermanfaat atau lembaga 
yang menyengsarakan bagi masyarakatnya. 
2.4. Konsep Aktor Politik 
Dalam pandangan Charles F. Andrain, aktor atau individu adalah 
bagian kunci dari demensi kehidupan politik (political life). Lebih lanjut, 
aktor menurutnya, merupakan suatu istilah yang menunjukkan orang-
orang atau individu-individu yang memainkan peranan dalam arena politik. 
Berkenaan dengan itu, Andrain mengatakan, “Di samping keyakinan dan 
struktur demensi kehidupan politik utama lainnya yang terdiri dari individu-
individu, ada kalanya digambarkan sebagai “actor”, suatu istilah yang 
menunjukkan bahwa orang-orang ini memainkan peranan dalam arena 
politik.”9 
Oleh karena itu, tidak heran, jika Andrain percaya bahwa 
penekanan pada dimensi-dimensi lain dari analisis kehidupan politik, 
seperti demensi keyakinan, struktur-struktur, dan kebijakan, kadang-
kadang mengaburkan peranan kunci yang dimainkan oleh seseorang 
“actor” atau individu-individu konkret. Bahkan, aktor dalam konteks itu, 
dengan bersama-sama aktor lainnya, senantiasa berada di belakang 
aktivitas organisasi politik, kelompok kepentingan, dan lembaga 
kekuasaan yang membuat berbagai keputusan. Dengan perkataan lain, 
                                                             
9
Charles F. Andrain, kehidupan politik dan perubahan social , Yogyakarta: Tiara Wacana, 
1992, hlm. 14  
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keberadaan aktor menjadi penting dalam setiap kegiatan sebuah 
organisasi ataupun kelompok kepentingan sebagai bagian dari kehidupan 
politik, seperti pemerintah, organisasi perwakilan, dan organisasi yudikatif. 
Peranan aktor dalam kehidupan politik senantiasa sangat 
signifikan, hal itu seperti ditandaskan Andrain, bahwa: “Aktor bukanlah 
subjek pasif yang semata-mata bereaksi terhadap nilai-nilai di luarnya dan 
kondisi-kondisi structural. Mereka tidak hanya menerima suatu peranan 
yang ada, tetapi juga menciptakan yang baru. Mereka tidak hanya 
tanggap terhadap struktur-struktur yang telah mapan, tetapi juga 
mengubah kondisi-kondisi struktural.” 
 Asal-mula konsep aktor pada bentuk sekarang ini, menurut 
Andrain, merujuk jauh pada pemikir politik era kontrak sosial dari Thomas 
Hobbes (1588). Hobbes melihat bahwa kehidupan politik tidak tumbuh 
secara alamiah, melainkan diciptakan (by design) oleh penguasa, yang 
berupa individu-individu konkret mendefinisikan kekuasaan politik yang 
pokok, konsep-konsep mengenai kebaikan dan keburukan, kebenaran, 
dan kepalsuan. 
Dalam pandangan Hobbes, kekuasaan pemerintah dengan hukum, 
bukan manusia, adalah suatu keganjilan karena manusia 
memformulasikan dan menafsirkan hukum. Lebih dari itu, percaturan di 
gelanggang politik melibatkan kekuasaan. Intinya, manusia sebagai 
individu-individu adalah aktor atau pelaku aktif di balik lembaga 
kekuasaan tersebut. 
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Dengan mengikuti alur pemikiran Hobbes, menurut Andrain, para 
ilmuwan politik, kontemporer telah membedakan dua tipe aktor politik, 
yakni penguasa dan yang dikuasai pemimpin dan yang dipimpin. Aktor-
aktor penguasa menjalankan tanggung jawab utama untuk membuat dan 
melaksanakan kebijakan umum dasar untuk masyarakat. Mereka 
melaksanakan kebijakan umum dasar untuk masyarkat. Mereka 
memainkan kekuasaan atas struktur-struktur yang memerintah baik 
berupa kepresidenan, kabinet, ataupun lembaga perwakilan rakyat. 
Ketika aktor-aktor beraktivitas dalam gelanggang kekuasaan politik 
dan bertransformasi menjadi lapisan penguasa atau lapisan pemimpin, 
mereka dalam ilmu politik dapat dikategorikan elit, khususnya elit yang 
sedang berkuasa. Untuk itu, secara umum akan dipaparkan pendekatan 
elit untuk menjelaskan aktivitas politik seorang aktor dalam gelanggang 
kekuasaan politik. 
2.5. Kerangka Pikir 
Dalam rangka membangun stabilitas kepemimpinannya pasangan 
“SIAP-BISA” sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Jeneponto 
membutuhkan strategi dalam menjalankan serta mempertahankan 
kekuasaanya. Peniliti melihat, dalam setiap pengambilan keputusan yang 
dilakukan pemimpin pasti akan ditemukan pertimbangan untung-rugi dari 
setiap keputusan yang pemimpin ambil. Hal ini menyebabkan 
dibutuhkannya konsolidasi yang dilakukan oleh  “SIAP-BISA”. Konsolidasi 
dalam internal “SIAP-BISA” melalui proses yang cukup berbelit, melihat 
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bahwa birokrasi sebagai salah lembaga meiliki kekuatan politik yang  
cukup besar. 
Ketika birokrasi berada di bawah kepemimpinan Radjamilo, 
mayoritas birokrat merupakan pendukung dari Radjamilo. AFR sebagai 
anak dari mantan Bupati tentunya berharap pada Pemilihan kepala 
Daerah Jenoponto 2013 birokrasi berpihak pada dirinya, namun SIAP 
sebagai mantan SEKDA juga memiliki basis suara dalam birokrasi. Hal ini 
yang menjadikan “perpecahan” dalam tubuh birokrasi di Kabupaten 
Jeneponto. 
Ketika “SIAP-BISA” terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, 
tentunya akan juga memiliki dampak terhadap birokrasi. Banyak birokrat 
yang merasakan dampak dari aksi “dukung-mendukung” yang 
dilakukannya ketika semasa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Jeneponto Tahun 2013. Promosi Jabatan akan menjadi hadiah bagi para 
pendukung “SIAP-BISA”, sedangkan demosi menjadi “hukuman” bagi 
birokrat yang tidak mendukung “SIAP-BISA” (mendukung AFR) dalam 
Pilkada Kabupaten Jeneponto 2013. Berbagai pergeseran Jabatan yang 
terjadi di struktur kepemerintahan Kabupaten Jeneponto tentunya akan 
memiliki damapak terhadap kinerja dari birokrasi di Kabupaten Jeneponto.  
Dalam penilitian ini juga, penulis ingin melihat apakah di dalam 
kelompok-kelompok kepentingan yang berada di Kabupaten Jeneponto 
memiliki pengaruh terhadap berbagai konsolidasi politik yang dilakukan  
“SIAP-BISA”. Dan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh “SIAP-BISA” 
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lebih besar dikarenakan akibat konsolidasi yang dilakukan  “SIAP-BISA” 
pasca Pilkada Tahun 2013. 
2.6. Skema Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsolidasi Politik SIAP-
BISA: 
INTERNAL 
 Birokrat Pendukung 
SIAP-BISA 
 Birokrat “Dua kaki” 
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 Kelompok Kepentingan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini yang akan di bahas ada lima aspek yaitu: Lokasi 
Penelitian,  Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik 
Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data. Kelima hal tersebut akan 
diuraikan lebih lanjut. 
3.1. Lokasi Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Jeneponto dengan 
objek penelitian Konsolidasi Politik  “SIAP-BISA” Setelah Memenangkan 
Pemilu Jeneponto tahun 2013. Dimana dia adalah kandidat dalam 
pemilihan pilkada 2013 di Kabupaten Jeneponto. Konsolidasi politik 
adalah peleburan dua golongan aktor politik atau pihak menjadi satu, 
usaha untuk memperteguh dan memperkuat hubungan dan mensolidkan 
persatuan menjadi satu pokok pemikiran. Dalam hal ini kita akan tahu 
konsolidasi poltik apa sajakah yang di lakukan “SIAP-BISA” setelah 
memenangkan  pemilu Jeneponto 2013. 
3.2. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian 
Dasar  pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode 
kualitatif karena metode ini memiliki beberapa prespektif teori yang dapat 
mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang 
terjadi dalam hal ini yaitu konsolidasi politik, dikarenakan kajiannya adalah 
fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang 
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sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini 
membutuhkan analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian 
kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini 
mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu 
fenomena. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa, konsolidasi politik 
apa yang di lakukan  “SIAP-BISA” setelah memenangkan pemilu Jenponto 
2013,  mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian 
deskriptif ini sendiri adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, 
aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam 
perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang 
sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk 
membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu 
variabel kepada variable lain. 
3.3. Sumber Data 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang menurut 
peneliti sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran 
tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu: 
3.3.1.  Data Primer 
Dalam penelitian ini peneliti telah mencari data untuk membuktikan 
fakta di lapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah 
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penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan 
observasi langsung. Peneliti turun langsung ke masyarakat dan tim 
pemenang yang dibentuk oleh  “SIAP-BISA” serta partai pengusung untuk 
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil 
wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara 
dengan berbagai sumber, peneliti telah mendapatkan data-data seperti; 
data-data mengenai peta konsolidasi politik serta pola jaringan politik  
“SIAP-BISA” dalam Pemilu jeneponto tahun 2013. 
3.3.2. Data Sekunder 
Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah pustaka, 
dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa 
buku, jurnal, koran mengenai konsolidasi politik “SIAP-BISA” setelah 
memenangkan Pemilu jeneponto pada tahun 2013, serta sumber 
informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini yaitu: 
3.4.1. Wawancara 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara di 
mana wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 
informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Peneliti 
melakukan wawancara mendalam dengan cara tanya jawab sambil 
bertatap muka dengan informan, yang merupakan proses memperoleh 
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keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan pedoman 
(guide/draft) wawancara serta beberapa topik yang telah disertakan oleh 
peneliti dan didiskusikan bersama-sama. Peneliti membagi pengumpulan 
data dengan wawancara mendalam menjadi dua tahap, yakni : 
3.5. Tahap Persiapan Penelitian 
Peneliti akan membuat pedoman wawancara (draft) yang 
disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara antara lain 
berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkembang dalam 
wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun kemudian 
ditunjukkan kepada yang lebih ahli (dalam hal ini adalah pembimbing 
penelitian) untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman 
wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, 
Peneliti kemudian membuat perbaikan dengan menyusun kembali 
daftar wawancara yang berisi pertanyaan untuk dikembangkan lagi 
dalam penelitian selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah peneliti 
membuat pedoman observasi yang telah disusun berdasarkan hasil 
observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi 
terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya 
terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan 
pada saat peneliti melakukan observasi. Peneliti selanjutnya mencari 
subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Saat 
wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang 
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kesiapannya untuk diwawancarai dan akhirnya membuat kesepakatan 
untuk kesediaannya memberikan informasi mengenai penelitian. 
3.6. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
Peneliti akan membuat kesepakatan dengan subjek mengenai 
waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman 
yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan 
hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. 
Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interprestasi data 
sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode 
analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat dinamika 
psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, lalu peneliti memberikan 
saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview 
guide) sebagaimana diharapkan agar wawancara tetap berada pada 
fokus penelitian, meski masih terdapat pertanyaan-pertanyaan 
berlanjut. Informan yang dipilih peneliti adalah informan yang benar-
benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud oleh 
peneliti. Informan yang telah peneliti wawancarai untuk pengumpulan 
data ini adalah  sebagai beriku: 
 Birokrat 
 Aktor 
 Tokoh Masyarakat/pengusaha 
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 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
Pemilihan informan ternyata dapat berkembang dan berubah 
sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. 
Penelitian ini telah berakhir dikarenakan peneliti sudah merasa data yang 
didapat sudah cukup untuk untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 
3.6.1. Dokumen/Arsip 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil Metode atau teknik 
documenter, di mana metode tersebut adalah teknik pengumpulan data 
dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode 
dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari 
sumber non-manusia.Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 
belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip 
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian 
merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam sebuah 
penelitian. Dokumen yang dimaksud peneliti adalah dokumen tertulis, data 
statistik, laporan penelitian sebelumnya. 
3.7. Teknik Analisis Data 
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan kemudian 
diolah dan dianalisa secara kualitatif. Karena objek kajiannya adalah 
masyarakat dan elit politik, dimana memiliki cara berfikir dan cara pandang 
yang berbeda maka penelitian ini membutuhkan analisa yang mendalam. 
Proses analisis data dilakukan pada waktu bersamaan dengan 
proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui 
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tiga alur, yakni: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. 
3.7.1. Reduksi Data 
Pada tahap reduksi data, penulis melakukan reduksi data dengan 
membuat kategorisasi mengenai konsolidasi politik “SIAP-BISA” setelah 
memenangkan pemilu jeneponto tahun 2013, kemudian penulis 
memusatkan pada permasalahan konsolidasi politik apa saja yang di 
lakukan oleh  “SIAP-BISA” setelah memenangkan pemilu Jeneponto 
2013, dan bagaimana peran aktor politik  setelah memenangkan pemilu 
Jeneponto tahun 2013, serta membuat memo dan rekaman, sehingga 
data dari informan lebih teratur dan sistematis. 
3.7.2. Sajian Data 
Selanjutnya, setelah reduksi data penulis membuat sajian data hasil 
wawancara penulis dengan membuat susunan informasi yang diperoleh 
berupa deskripsi, kemudian mengaitkan dengan tinjauan teoritis dan 
kemudian menganalisis data tersebut dan menempatkan dimana posisi 
penulis melihat fenomena tersebut dalam hal ini bagaimana penulis 
melihat konsolidasi politik  “SIAP-BISA” setelah memenangkan pemilu 
Jeneponto tahun 2013. 
3.7.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Tahap terakhir dalam analisa data adalah Penulis menarik 
kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan 
sejak awal. Dari berbagai hal yang ditemui dalam pengumpulan data 
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mengenai konsolidasi politik pasangan “SIAP-BISA” setelah 
memenangkan pemilu Jeneponto tahun 2013, penulis kemudian 
melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-
konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu kemudian 
diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai 
pada penarikan kesimpulan akhir dengan cara didiskusikan untuk 
mengembangkan apa yang disebut konsensus antar subjektif. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai 
lokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah peneliti yang mengkaji 
mengenai konsolidasi politik  “SIAP-BISA” setelah memenangkan pemilu 
Jeneponto tahun 2013, sehingga peneliti mengkhususkan penelitian di 
Kabupaten Jeneponto. 
4.1. Karakteristik Wilayah 
4.4.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten 
Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2 dan secara 
administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten 
Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah 
administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten 
Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi 
Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 (70.652 ha), dan 
RTRW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit 
(79.953 ha) menampilan data yang berbeda. Namun berdasarkan 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas 
wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas wilayah tersebut maka 
kedepannya diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah 
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Kabupaten Jeneponto dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
Kementerian Dalam Negeri dan Bakorsurtanal. 
Berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto 
berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, 
sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten 
Takalar, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian 
selatan yang berbatasan dengan Laut Flores memiliki panjang garis pantai 
114 km dan sebuah pulau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pulau 
Li’bukang. Dengan panjang garis pantai 114 km maka kewenangan 
pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 4 adalah 114 km x 
4 mil laut ke arah laut lepas. 
Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 
Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan 
Bangkala Barat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014 - 2018 II – 2 merupakan kecamatan 
terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km2 atau 20,40% dari luas 
wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas 
wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km2 
atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. 
4.4.2. Letak dan Kondisi Geografis 
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 daerah 
kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak 
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antara 5o16’13”–5o39’35” LS dan antara 12o40’19”–12o7’31” BT. Apabila 
dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto 
terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah 
perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di 
sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian 
barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota 
Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota 
Propinsi Sulawesi Selatan. 
4.2. Demografi 
Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami pertumbuhan 
tiap tahun. Selama periode 2008 – 2012 rata – rata pertumbuhan 
penduduk tercatat sebesar 1,02 persen. Secara keseluruhan, jumlah 
penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada jumlah 
penduduk laki – laki. Pada tahun 2012, penduduk Kabupaten Jeneponto 
sebesar 348.138 jiwa dengan komposisi laki – laki sebanyak 169.025 jiwa 
dan perempuan sebanyak 179.113 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada 
table berikut : 
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Tabel 4.1 
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto 
Tahun 2008-2012 
NO TAHUN JUMLAH PENDUDUK Kepadatan Pertumbuhan 
Laki-
laki 
Perempuan Jumlah 
1 2008 160.526 171.808 332.334 443 0,48 
2 2009 161.414 172.761 334.175 446 0,55 
3 2010 166.384 176.316 342.700 457 2,49 
4 2011 168.059 178.090 346.149 462 1,00 
5 2012 169.025 179.113 348.138 464 0,57 
Rata-rata 454 1,02 
Sumber: BPS JenepontoTahun 2013 
Sementara itu pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Jeneponto merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 2,49 persen. Hal ini 
terjadi karena tahun 2010 merupakan tahun pelaksanaan sensus  
penduduk, sehingga jumlah penduduk yang tercatat merupakan jumlah 
penduduk riil sebagai hasil sensus penduduk. 
 Kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto periode 2008 - 2012 
rata – rata sebesar 454 jiwa/km2. Dengan distribusi penduduk yang 
menunjukkan belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data tahun 
2012, distribusi dan kepadatan penduduk masih terkonsentrasi di 
Kecamatan Binamu dengan kepadatan sebesar 766 jiwa/km2. sedangkan 
45 
 
di Kecamatan Bangkala Bara tingkat kepadatan penduduk hanya 
mencapai 175 jiwa/km2. Hasil analisa distribusi dan kepadatan penduduk 
di Kabupaten Jeneponto disajikan pada table berikut: 
                                                    Tabel 4.2 
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 
Tahun 2012 
NO Kecematan Luas Penduduk Kepadatan Anggota 
RT 
1 Bangkala 121,82 50.650 416 4 
2 Bangkala 
Barat 
152,96 26.758 175 4 
3 Tamalatea 57,58 40.991 712 4 
4 Bontoramba 88,3 35.530 402 4 
5 Binamu 69,49 53.252 766 5 
6 Turatea 53,76 30.394 565 4 
7 Batang 33,04 19.496 590 5 
8 Arungkeke 29,91 18.522 619 4 
9 Tarowang 40,68 22.692 558 4 
10 Kelara 43,95 26.860 611 4 
11 Rumbia 58,3 22.993 394 4 
 Jeneponto 749,79 348.138 464 4 
Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2013  
Dengan asumsi ini, maka distribusi penduduk di wilayah 
KabupatenJeneponto bervariasi, hal ini disebabkan karena tidak semua 
kecamatan mempunyai jumlah penduduk dan luas yang sama. Dimana 
makin kecil luas lahan kecamatan maka tingkat kepadatan penduduknya 
cenderung lebih tinggi, apalagi bila kecamatan bersangkutan mempunyai 
jumlah penduduk yang besar. 
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 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang menjadi 
tujuan dari setiap pemerintah. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat 
maka ada beberapa aspek yang bisa dilihat, antara lain (1) Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan 
daya beli serta (2) kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, 
laju inflasi dan tingkat pengangguran. Pada Sub-bab ini akan dielaborasi 
pencapaian Pemerintah Kabupaten Jeneponto selama 5 tahun terakhir 
dalam kerangka aspek kesejahteraan masyarakat. 
4.3. Pemerintahan 
Pemerintahan Jeneponto mencangkup 113 desa/kelurahan dengan 
rinian 82 desa dan 31 kelurahan. Ditinjau dari status desa/kelurahan yang 
tertinggal yaitu sebanyak 50 desa/kelurahan, sisanya yang lain yaitu 
sebanyak 63 desa/keluarahan yang tertinggal. 
 Pada tahun 2014 tanah Negara seluas 317,00 Ha telah 
disertifikatkan. Sedangkan umtuk pendaftaran hak pencatatan tanah di 
Jeneponto, menurun drastissebanyak 262 buah. Diantaranya pengakuan 
hak 67, pemberian hak 85, hak guna bangunan 3, hak pakai 5,, 
pemisahan 93, dan sertifikat pengganti 9. 
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Tabel:4.3 
Jumlah Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilu 2014 Menurut Kecamatan 
Dikabupaten Jeneponto 
NO Parpol Peserta 
Pemilu 
DAPIL I 
BINAMU TURATEA BATANG JUMLAH 
1 Partai Nasional 
Demokrat 
2.728 1.766 1.251 5.745 
2 Partai 
Kebangkitan 
Bangsa 
4.351 3.293 603 8.247 
3 Partai Keadilan 
Sejahterah 
1.202 630 696 2.528 
4 Partai Demokrasi 
Perjuangan 
Indonesia  
576 1.381 625 2.582 
5 Partai Golongan 
Karya 
2.760 2.109 1.935 6.805 
6 Partai Gerakan 
Indonesia Raya 
3.986 2.077 421 6.484 
7 Partai Demokrat 4.822 1.366 1.044 7.232 
8 Partai Amanat 
nasional 
3.583 1.416 1.046 6.045 
9 Partai Persatuan 
Pembangunan 
1.255 560 802 2.617 
10 Parta Hati Nurani 
Rakyat 
3.229 2.654 853 6.736 
11 Partai Bulan 
Bintang 
1.268 1.073 1.576 3.917 
12 Partai Keadilan 
Dan Persatuan 
Indonesia 
2.649 577 821 4.047 
JUMLAH SURAT 
SUARA SAH 
32.409 18.902 11.674 51.311 
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Tabel:4.4 
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KAB. JENEPONTO 
PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN FRAKSI 
No NAMA JABATAN FRAKSI 
(1) (2) (3) (4) 
1 IKRAM ISHAK ISKANDAR K E T U A DEMOKRAT 
2 A.KAHARUDDIN 
MUSTAMU 
WAKIL KETUA DEMOKRAT 
3 AHMAD NAWAWI,ST SEKRETARIS DEMOKRAT 
4 MUHAMMAD 
KASMIN.MS,SE 
ANGGOTA DEMOKRAT 
5 ANDI BASO 
SUGIARTO,S.Sos 
K E T U A GERINDRA 
6 SUDIRMAN SIJAYA,SH WAKIL KETUA GERINDRA 
7 Hj.SALMAWATI,SE SEKRETARIS GERINDRA 
8 H.PARIS YASIR,SE ANGGOTA GERINDRA 
9 HANAPI,SE,MM. K E T U A PAN 
10 ASDIN BASODDIN AZIS 
BETA,SH 
WAKIL KETUA PAN 
11 HERNIATI,S.Ag SEKRETARIS PAN 
12 H.ASRUL 
LACHMUDDIN,SE.MH 
ANGGOTA PAN 
13 Dra.Hj.FATMA 
L.BURHANUDDIN BT 
K E T U A GOLKAR 
14 ASPRIANTO,SE WAKIL KETUA GOLKAR 
15 IRSAL AZIS Kr.LAGU SEKRETARIS GOLKAR 
16 EMILIA YOLANDA.M,S.Pt ANGGOTA GOLKAR 
17 Hj.IRMAWATI SILA,SE K E T U A HANURA 
18 KAMARUDDIN SIAMA WAKIL KETUA HANURA 
19 IBNU HAJAR,SH SEKRETARIS HANURA 
20 KASMAWATI, DJ ANGGOTA HANURA 
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(1) (2) (3) (4) 
21 H.BAHARUDDIN,K K E T U A NASDEM 
22 NUR ILMA RIYANDA WAKIL KETUA NASDEM 
23 ALI SADIKIN,ST SEKRETARIS NASDEM 
24 RUSDINI RASYID,Shi ANGGOTA NASDEM 
25 
H.KAHARUDDIN ,SE K ETU A 
PERJUANGAN 
KEBANGKITAN 
BANGSA 
26 
H.LELONG AZIS WAKIL KETUA 
PERJUANGAN 
KEBANGKITAN 
BANGSA 
27 
MUSTAFA YABBAS SEKRETARIS 
PERJUANGAN 
KEBANGKITAN 
BANGSA 
28 
DRS.H.SALINRINGI ANGGOTA 
PERJUANGAN 
KEBANGKITAN 
BANGSA 
29 Drs.ANDI 
MAPPATUNRU,SH,MH 
ANGGOTA 
PERJUANGAN 
KEBANGKITAN 
BANGSA 
30 H.MUHAMMAD.S,S.Hi K E T U A 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
31 MARSUDI,SE WAKIL KETUA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
32 ISJAR TINGGI,SE SEKRETARIS 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
33 H.HASBULLAH,S.Hi ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
34 SYAMSUL TANRO,SH ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
35 
DR.ANDI THAHAL FASNI ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
36 
H.ZAINUDDIN BATA ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
37 
JABAL ARFAH. ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
38 
KAMALUDDIN KASIM ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
39 
H. BURHANUDDIN S,Pdi ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
40 
SOFIA.R ANGGOTA 
PERSATUAN DAN 
KEADILAN 
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4.4. Dinamika Pilkada Jeneponto Tahun  2013 
Kampanye dilaksanakan selama 14 hari dimulai tanggal 01 
september 2013 sd 14 september 2013. Berdasarkan keputusan KPU 
kabupaten Jeneponto Nomor 22/Pilbup/Kpts/KPU-Ka-025.433268/II/2013 
tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan kampanye Pemilu Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. 
Kampanye di laksanakan oleh seluruh pasangan calon Bupati dan wakil 
Bupati Kabupaten Jeneponto 2013 diseluruh wilayah Kabupaten 
Jeneponto sesuai  jadwal dan bentuk kegiatan yang di sepakati bersama 
oleh seluruh pasangan calon. Adapun bentuk kampanye yang di tetepkan 
berdasarkan PKPU No. 14 tahun 2010 dan keputusan KPU kabuapten 
Jeneponto adalah sebagai berikut : 
- Pertemuan terbatas 
- Tatap muka dan dialog 
- Penyebaran melalui media cetak dan media eletronik 
- Penyiaran melalui media radio dan televisi 
- Penyebaran bahan kampanye kepada umum  
- Pemasangan alat peraga ditempat umum 
- Rapat umum 
- Debat public/debat terbuka antar pasangan calon 
Sedangkan pelaksanaan kampanye dilakukan dengan membagi 
zona kegiatan kampanye. Zona kampanye dibagi menjadi 3 zona yang 
51 
 
meliputi zona 1, 2 dan 3. Berikut merupakan daftar pasangan calon bupati 
dan wakil bupati di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2013. 
Tabel: 4.5 
Nama-Nama pasangan calon bupati Jeneponto periode 2013-2018 
Sumber : KPU Jeneponto 
Perhitungan suara di tingkat Kabupaten tidak serumit sebagaimana 
perhitungan suara di tempat pemungutan suara dan perhitungan suara di 
tingkat PPS dan PPK. Perhitungan suara di tingkat Kabupaten sangat 
sederhana yaitu hanya memindahkan angka-angka dari berita acara DA-
KWK.KPU beserta lampiranya kedalam formulir model DB-KWK.KPU 
beserta lampiran. 
Adapun proses perhitungan suara di tingkat Kabupaten sebagai 
berikut : 
 
 
No Nama Pasangan 
Jadwal 
Pelaksanaan 
Tempat 
Pelaksanaan 
Ket. 
1 
Drs. H. Iksan 
Iskandar, M.Si dan 
H.Mulyadi Mustamu, 
SH 
14 September 
2013 
Parang 
Passamaturukang 
Zona 
Umum 
2 
Drs. H.M. Syuaib 
Mallombasi, MM dan 
Drs. Andi 
Mappatunru, SH., 
MH 
12 September 
2013 
Parang 
Passamaturukang 
Zona 
Umum 
3 
DR. Drs. H. Akshari 
Fakhsirie R, M.Si dan H. 
Mahlil Sikki, SE., MM 
13 September 
2013 
Stadion Turatea 
Zona 
Umum 
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Persiapan: 
1. Memeriksa apakah Berita Acara dari 11 Kecematan sudah ada di 
Kabupaten. 
2. Mempersiapkan formulir berita acara perhitungan suara tingkat 
Kabupaten formulir model DB-KWK.KPU beserta lampirannya 
KPU Kabupaten Jeneponto melakukan persipan rapat pleno dengan 
agenda rekapitulasi hasil perolehan suara di tingakat kabupaten . Dengan 
mempersipkan berita acara serta formulir lainnya untuk kelancaran 
pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di maksud.    
 
Tabel: 4.6 
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan 
Wakil Bupati Oleh Kpu Kabupaten Kota 
Kabupaten/Kota : Jeneponto 
Provimsi   : Sulawesi Selatan     Halaman:..... 
 
No. NAMA 
PEMILIH TERDAFTAR 
JUMLAH 
KET. 
2) 
   
Urut KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH TPS  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 BANGKALA 19709 21139 40848 85 
2 TAMALATEA 16255 17307 33562 70 
3 BINAMU 18427 20214 38641 92 
4 BATANG 7294 8447 15741 41 
5 KELARA 10449 11354 21803 49 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
6 BANGKALA BARAT 9384 10057 19441 43 
7 BONTORAMBA 14342 15363 29705 65 
8 TURATEA 12229 13279 25508 57 
9 ARUNGKEKE 7140 7987 15127 34 
10 RUMBIA 9786 10261 20047 50 
11 TAROWANG 9101 9802 18903 41 
  134116 145210 279326 627 
Catat
an:   Jeneponto, 03 Agustus 2013  
Sumber : KPU Jeneponto 2013 
4.5. Visi-Misi “SIAP-BISA” 
Visi-Misi. Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-
2018 di bawah kepemimpinan Bupati Iksan Iskandar, dan Wakil Bupati 
Mulyadi Mustamu, yaitu "Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan 
Penguatan Daya saing Daerah Menuju Masyaakat Jeneponto yang 
Sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Jeneponto 
menetapkan lima misi.  Visi Misi Pembangunan Kabupaten Jeneponto 
Tahun 2013-2018 
4.5.1. Visi 
  Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2018 di 
bawah kepemimpinan Bupati Iksan Iskandar, dan Wakil Bupati Mulyadi 
Mustamu, yaitu: 
54 
 
"Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Penguatan Daya saing 
Daerah Menuju Masyaakat Jeneponto yang Sejahtera." 
4.5.2. Misi 
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jeneponto 
menetapkan lima misi, yaitu:  
1. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik 
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat  
4. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, 
Produktif, Transparan, dan Akuntabel 
5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di 
setiap Desa/Kelurahan 
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Konsolidasi politik  merupakan penguatan keanggotaan masyarakat 
dalam suatu kelompok sosial. Untuk mempertahankan pemerintahannya,   
SIAP-BISA di Kabupaten Jeneponto, harus mengadakan konsolidasi 
politik dengan misi, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun kemandirian 
ekonomi masyarakat, mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang 
efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel. Serta mewujudkan 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap 
Desa/Kelurahan, dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Jadi 
untuk lebih detailnya konsolidasi adalah penggabungan beberapa elemen 
untuk bersama-sama secara terpadu dan memiliki satu tujuan yang sama. 
Dan aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan 
peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan politik. Konsolidasi politik berperan 
sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap 
pemerintahan. Konsolidasi politik suatu negara berbeda dengan 
konsolidasi politik negara lain, tergantung corak sistem politik yang 
digunakan. 
Konsolidasi politik di Jeneponto telah memberikan kontribusi dalam 
membangun dan memberikan corak pada sistem politik di Jeneponto. 
Dalam perkembangan sistem politik di Jeneponto, telah banyak 
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bermunculan aktor maupun lembaga-lembaga yang menjadi proses 
konsolidasi politik di Jeneponto. Aktor maupun lembaga yang telah 
menjelma menjadi kekuatan politik tidak lain merupakan tonggak 
perjuangan bagi pembangunan politik di Kabupaten Jeneponto. 
Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 
selama dua bulan lebih. Melalui wawancara mendalam dengan segenap 
komponen-komponen yang terkait dari judul penelitian ini serta studi 
pustaka yang telah penulis lakukan terhadap konsolidasi politik  “SIAP-
BISA” setelah memenangkan Pemilu Jeneponto tahun 2013. Akhirnya 
penulis banyak mendapatkan data faktual mengenai konsolidasi politik  
“SIAP-BISA” setelah memenangkan Pemilu Jeneponto tahun 2013. 
Pemerintahan yang baik dalam kancah perpolitikan dapat dilihat 
dari konsolidasi politik yang dilakukan oleh kandidat untuk menuju 
pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis dinilai 
sebagai pemerintahan yang paling dapat menjaga kestabilan kehidupan 
masyarakatnya.  
Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan teknik 
wawancara bersama beberapa informan, penulis menemukan bahwa 
terdapat proses konsolidasi politik yang terjadi di pemerintahan Kabupaten 
Jeneponto pasca Pemilihan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai  
konsolidasi politik yang dilakukan oleh SIAP-BISA pasca pelantikan dan 
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pengaruh konsolidasi terhadap birokrasi di pemerintahan setelah 
memenangkan Pemilu Jeneponto tahun 2013. 
Pembahasan ini diuraikan dua aspek, pertama konsolidasi politik di 
Kabupaten Jeneponto pasca pelantikan pasangan “SIAP-BISA” , kedua 
pengaruh konsolidasi politik terhadap kinerja birokrasi di Kabupaten 
Jeneponto. Kedua apsek tersebut akan diuraikan lebih lanjut.  
5.1. Konsolidasi Politik di Kabupaten Jeneponto Pasca Pelantikan 
Pasangan “SIAP-BISA” 
Melihat konsolidasi politik di Kabupaten Jeneponto pasca 
pelantikan “SIAP-BISA” peniliti menemukan dua aspek tentang konsolidasi 
politik yang dilakukan oleh  “SIAP-BISA”, yakni konsolidasi Internal “SIAP-
BISA”, dan konsolidasi eksternal “SIAP-BISA”. Hal tersebut akan peniliti 
uraikan lebih lanjut dalam sub bab ini. 
5.1.1. Konsolidasi Internal “SIAP-BISA” 
Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses), 
penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara 
padu memfasilitasi demokratisasi politik. Peniliti menemukan di lapangan 
bahwa konsolidasi Internal yang dibangun oleh “SIAP-BISA” memiliki 3 
(tiga) tipologi, yaitu (1) konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan birokrat 
pendukung “SIAP-BISA”, (2) konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan 
birokrat “dua kaki”, (3) konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan birokrat 
yang melawan “SIAP-BISA”. Untuk memberikan gambaran 3 tipologi, 
penulis akan menguraikan sebagai berikut: 
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5.1.1.1. Konsolidasi Internal SIAP-BISA Dengan Birokrat Pendukung 
“SIAP-BISA” 
Terbitnya sebuah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah 
dilalui dengan jalur serta proses yang cukup panjang, dibutuhkan sebuah 
langkah strategis dari pemerintah dalam memperhitungkan dari setiap 
sikap yang akan dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, 
maka dibutuhkan pemimpin yang dapat merangkul semua komponen 
dalam rangka mendukung berjalannya program dari pemerintah. 
Dibutuhkannya konsolidasi dari berbagai elemen di Kabupaten Jeneponto. 
Pasangan “SIAP-BISA” sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten 
Jeneponto harus mampu menjalin komunikasi, kordinasi serta 
membangun relasi dengan pihak-pihak yang dianggap mampu 
membangun Jeneponto lebih baik.  
Pasca pasangan “SIAP-BISA” dilantik sebagai Bupati dan Wakil 
Bupati, banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh birokrasi 
pemerintahan Kabupaten Jeneponto. (Birokrat)  Pendukung “SIAP-BISA” 
semasa kampanye memperoleh promosi jabatan pasca pelantikan “SIAP-
BISA” sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto.  Tim Supra merupakan 
sekelompok orang yang mendukung pasangan “SIAP-BISA” semasa 
kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013, Tim Supra 
bertransformasi menjadi kekuatan politik yang dimiliki oleh pasangan 
“SIAP-BISA” yang membantu menghantarkan Iksan Iskandar-Mulyadi 
Mustamu sebagai Bupati-Wakil Bupati Jeneponto terpilih. Dalam tim supra 
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terindikasi beberapa birokrat yang bertindak sebagai pendukung politik  
“SIAP-BISA”. Pasca dilantiknya “SIAP-BISA” (Bupati-Wakil Bupati), 
birokrat pendukung “SIAP-BISA” yang masuk dalam tim Supra 
memperoleh hasil kinerjanya selama kampanye, yakni promosi jabatan. 
Hal ini ditemukan peneliti dengan hasil wawancara dengan Alim Bahri10, 
sebagai berikut: 
“Jadi tim supra yang kemarin  yang dimaksud itu, adalah tim PNS 
(Pegawai Negeri Sipil). Pendukung SIAP-BISA memang diperoide 
mutasi perdana konsolidasi itu di bangun melalui tim supra,,,.”11 
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Karaeng Tompo mengatakan : 
“Kebanyakan kepala dinas yang  memegang jabatan di Kabupaten 
Jeneponto merupakan kepala dinas dari tim sukses (Tim supra)  
“SIAP-BISA”. Karena dialah yang memperjuangkan “SIAP-BISA” 
waktu kampanye, setelah “SIAP-BISA” menang atau memegang 
kekuasaan penuh di Kabupaten Jeneponto, baru kemudian dia 
(“SIAP-BISA”) mengangkat  mereka menjadi kepala dinas untuk 
membalas jasa-jasa yang dia lakukan ”12 
Pasca Pilkada di Kabupaten di Jeneponto tahun 2013 peneliti 
menemukan seperti hal telah disebutkan sebelumnya mengenai netralitas 
birokrasi dari politik, posisi-posisi stategis di dalam birokrasi Kabupaten 
Jeneponto terindikasi adanya proses politisasi birokrasi, terlihat adanya 
sistem balas jasa dari “SIAP-BISA” terhadap birokrat (tim supra) yang 
mendukungnya pada Pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2013 kemarin. 
Hal tersebut juga dapat tergambarkan dari hasil wawancara dengan H. 
Annas Kallanna, SE13, yang mengatakan:  
                                                             
10
 LSM (lembaga swadaya masyarakat) 
11
 Wawancara dengan Penulis di Jeneponto Pada Tanggal 6 Agustus 2016 
12
 Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 5 April 
2016 
13
 Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Jeneponto   
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“...Awal-awal terpilihnya “SIAP-BISA” mayoritas yang  dipasang itu 
adalah aparatur yang memang betul-betul keliatan mendukung 
“SIAP-BISA”   jadi kentara sekali persoalan politisnya di situ,...14 
Tim pendukung “SIAP-BISA” ditarik untuk di posisi jabatan inti di 
birokrasi Jenoponto. Mutasi yang dilakukan oleh “SIAP-BISA” dilihat 
sebagai upaya mempertahankan kestabilan pemerintahannya selam 5 
tahun kedepan (2013-2018). Tim supra ditarik untuk duduk dikursi penting 
dalam awal masa kepempinan “SIAP-BISA” pada birokrasi pemerintah 
Jeneponto.  
Mengenai penempatan birokrat pendukung “SIAP-BISA” dalam 
jabatan strategis di birokrasi Kabupaten Jeneponto  juga dilihat sebagai 
bentuk usaha  “SIAP-BISA” dalam membangun (konsolidasi) lingkungan 
kerja yang diinginkan sehingga menciptakan keadaan yang kondusif 
dalam birokrasi dipemerintahan Jeneponto, hal tersebut bukan menjadi 
hal yang salah secara aturan, namun yang terpenting ialah ketika orang-
orang yang duduk dalam jabatan tersebut dianggap sebagai orang yang 
berkompeten dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Peniliti 
melihat  SIAP-BISA mencoba membangun suasana yang kondusif 
dilingkungan pemerintahan, pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil 
Bupati telah melakukan pergesaran jabatan dalam tubuh birokrasi 
Kabupaten Jeneponto.  
 
 
 
                                                             
14
 Wawancara dengan penulis, pada tanggal 17  Juni 2016 
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5.1.1.2. Konsolidasi Internal SIAP-BISA Dengan Birokrat “Dua Kaki” 
Keadaan birokrasi di Kabupaten Jeneponto tidak terelakkan 
dengan kekuatan politik AFR dan SIAP, dimana AFR merupakan anak 
mantan Bupati Jeneponto Radjamilo dua periode (2003-2008 dan 2008-
2013) yang tentunya memiliki kekuatan politik dalam birokrasi Kabupaten 
Jeneponto, faktor sebagai anak dari Radjamilo memberikan kekuatan bagi 
AFR dalam pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2013, yang membuat 
birkorasi sangat kental “aroma” pendukung AFR dalam pilkada Jeneponto 
tahun 2013. Adapun, SIAP merupakan Sekertaris Daerah Kabupaten 
Jeneponto selama dua periode (2003-2008 dan 2008-2013) yang juga 
sangat memiliki pengaruh dalam birokrasi Kabupaten Jeneponto.  
Ketika pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2013, birokrat berdiri 
dalam suatu keadaan yang dilematis. Apakah mendukung anak dari 
mantan kepala daerahnya atau mendukung mantan sekertaris daerahnya. 
Keadaan dilematis yang dirasakan oleh birokrat merupakan gambaran 
bahwa kuatnya pengaruh politik terhadap keadaan birokrasi di Kabupaten 
Jeneponto. Dimana, ketika birokrat mendukung AFR, namun SIAP (Iksan 
Iskandar) yang terpilih menjadi Bupati akan berdampak pada jabatannya, 
dan ketika birokrat mendukung SIAP (Iksan Iskandar) , namun yang 
terpilih menjadi  Bupati adalah AFR, maka juga akan berdampak kepada 
posisinya di birokrasi. Namun, disisi lain ketika “jagoannya” yang terpilih, 
promosi jabatan merupakan harapan para birokrat dari dukungannya 
selama dalam masa pemilihan. 
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Keadaan tersebut akan membentuk para birokrat yang bertindak 
pragmatis dalam pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2013. Peniliti 
menemukan bahwa beberapa birokrat memilih jalan yang aman atau  
berdiri di “dua kaki”. Birokrat dua kaki yang dimaksudkan oleh peniliti 
adalah birokrat yang disatu sisi dia mendukung  AFR, namun disisi lain dia 
juga ikut terlibat dalam proses pemenangan SIAP (Iksan Iskandar). Hal 
tersebut tergambarkan dari hasil peniliti dengan Kr. Kallanna15, yakni : 
“Orang-orang seperti ini (Birokrat dua kaki) justru kadang dia 
(birokrat) lebih mendapatkan keutungan karena punya kemampuan 
khusus yang dimiliki yang bersangkutan, yang pertama 
kemampuannya lobbynya bagus, sehingga ketika salah satu di 
antaranya terpilih, dia mampu melakukan hubungan of cros yg lebih 
baik dengan pejabat penentu jabatan. Jadi sesungguhnya dia 
sebagai orang pintar, tapi dia tidak punya konsistensi. Kenapa dia 
tidak punya konsistensi? karena dia mendukung dua-duanya 
diantaranya yang terpilih sepertinya dia tinggalkan yang satu 
bahwa dialah yang mendukung sepenuhnya yang terpilih itu, 
sehingga memang memiliki kemampuan dan karakter jadi orang 
begitu punya karakter tersendiri ada memang orang seperti itu.” 
Realitas birokrat yang berdiri “dua kaki” menjadikan birokrasi 
sebagai ruang pertarungan politik dalam perebutan kursi kepemimpinan 
Bupati Jeneponto. Wawancara peniliti dengan Alim Bahri16, juga 
membenarkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten 
Jeneponto tahun 2013, banyak birokrat yang bertindak pragmatis dalam 
hal ini “dua kaki”, seperti pernyataan berikut: 
“Jadi kelompok (birokrat) inilah kami anggap sebagai kelompok 
pragmatis yang sangat luar biasa. Itulah orang-orang tersebut yang 
memperoleh posisi jabatan saat ini jadi mereka diuntungkan oleh 
                                                             
15
 Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Jeneponto   
16
 LSM (lembaga swadaya masyarakat) 
 
63 
 
pemerintahan di rezim Rajadmilo dan pemerintahan SIAP-BISA di 
saat ini.”17 
 Untuk membenarkan pernayataan dari dua informan sebelumnya 
peniliti mewancarai Hj. Sadaria18. Penulis melihat Hj. Sadaria sebagai 
birokrat dua kaki, ketika pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2013 Hj. 
Sadaria merupakan loyalis AFR, namun juga pendukung dari SIAP-BISA, 
hal tersebut tergambarkan dalam wawancara peniliti dengan Hj. Sadaria 
sebagai berikut: 
“Saya pendukungnya AFR.... tetap sampai akhir hidup pun. Tapi, 
SIAP selaku Bupati  juga tetap pakai saya...” 
Namun, pernyataan yang sedikit terkesan menutupi informasi ketika 
peniliti menanyakan mengenai pemilihan kepala daerah yang 
diadakannya selanjutnya, Hj. Sadaria mengungkapkan : 
“...Saya belum bisa mengatakan kalau masih sekarang-sekarang 
ini, nanti kita lihat bagaimana ke depan.” 
Potongan hasil wawancara peniliti dengan Hj. Sadaria di atas 
terkesan informan menjawab dengan hati-hati, dengan memberikan 
informasi yang seakan menghindari kepastian tentang pilihan politiknya di 
masa depan. Penulis melihat informan tersebut berada dalam keadaan 
yang dilematis dalam menentukan pilihan politiknya, penulis menilai 
bahwa informan ingin terlihat netral terhadap pilihan politiknya di masa 
depan. 
 
                                                             
17
Wawancara dengan penulis di Jeneponto Pada Tanggal 6 Agustus 2016  
18
 Wawancara dengan kepala Dinas Koperasi Pada Tanggal 6 Agustus 2016 
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5.1.1.3. Konsolidasi Internal “SIAP-BISA” Dengan Birokrat Yang 
Melawan “SIAP-BISA” 
Beberapa sarjana melalui perdebatan yang panjang mengenai 
netralitas birokrasi dari tindakan politik praktis. Birokrasi harus netral 
merupakan refleksi dari adanya pemisahan antara aspek politik dan aspek 
administrasi di dalam pemerintahan. Dan pandangan lain juga bahwa, 
birokrasi harus netral secara politik, dengan harapan birokrasi dapat 
bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi birokrasi sebagai lembaga pelayan 
publik bukan pelayan kepentingan kelompok politik saja. Secara teoritis 
perbedaan pandangan tersebut memberikan dampak bagi realitas 
birokrasi, senada dengan keadaan birokrasi di Kabupaten Jeneponto. 
Eksistensi birokrasi yang terpengaruh dari kekuatan-kekuatan 
politik merupakan fakta birokrasi di Kabupaten Jeneponto. Masalah para 
birokrat yang ikut “dukung-mendukung” dalam pemilihan kepala daerah 
Kabupaten Jeneponto 2013, menghasilkan ketidakstabilan dalam tubuh 
birokrat di Kabupaten Jeneponto, birokrat pendukung AFR dan pendukung 
“SIAP-BISA” menjadi terbelah. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjelma 
menjadi birokrasi yang tidak professional dalam melakukan pelayanan 
kepada publik. 
Peneliti melihat Dr. H. Haerul Gassing SH., MH (Karaeng Kuri) 
merupakan birokrat yang tidak ikut mendukung SIAP-BISA pada Pilkada 
Kabupaten Jeneponto 2013 Karena dia juga sebagai Menantu Radjamilo, 
namun ketika perjalanan beberapa tahun terkahir Karaeng Kuri membelot 
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dan menjatuhkan dukungannya kepada “SIAP-BISA”. Hal ini berindikasi 
bahwa “SIAP-BISA” berhasil membangun konsolidasi politik dengan 
birokrat yang tidak ikut mendukung “SIAP-BISA” dalam Pilkada Kabupaten 
Jeneponto 2013 kemarin, pada kepemimpinan Radjamilo, Karaeng Kuri 
merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, dan ketika 
pada kepemimpinan Iksan Iskandar, Karaeng Kuri mendapat posisi yang 
lebih baik, yakni sebagai staff ahli Bupati untuk bagian politik dan hukum. 
Hal ini tergambarkan dari wawancara penulis dengan Karaeng Kuri19, 
sebagai berikut: 
“Kalau kemarin kebetulan saya orang yang loyal, saya mendukung  
AFR, dan sekarang saya dukung pak Bupati SIAP Iksan Iskandar 
Karaeng Ninra. Karena dia yang memberikan saya motivasi, karena 
saya (juga) staf ahlinya dan saya tetap mendukung Bupati SIAP, 
Iksan Iskandar (karaeng ninra).” 20 
Dari Hasil wawancara di atas tergambarkan bahwa konsolidasi 
politik internal yang dibangun SIAP dengan lawan politiknya terjadi, hal 
tersebut juga terlihat dengan wawancara penulis dengan H. Agus Saleh, 
SP (Karaeng Makka). Karaeng Makka sama halnya dengan Karaeng Kuri 
pada Pilkada Kabupaten Jeneponto 2013 kemarin, Karaeng Makka 
merupakan orang yang ikut turut bergerak menjadi tim pemenangan AFR, 
dan ketika SIAP memimpin Karaeng Makka merubah haluannya menjadi 
orang yang loyal terhadap SIAP. Karaeng Makka juga mendapatkan posisi 
                                                             
19
 Staf Ahli Bagian politik dan Hukum Bupati Jeneponto dan Mantan Dinas Dikpora 
Jeneponto 
20
  Wawancara dengan penulis Pada Tanggal 6 Agustus 2016 
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jabatan yang baik selama SIAP memimpin, tergambarkan dengan 
wawancara penulis dengan Karaeng Makka21 yang mengatakan : 
“...Saya memilih AFR.... Saya sekarang kapanpun mencalonkan 
saya loyal sama pimpinan Pak Bupati karena selama ini Pak Bupati 
Baik.”22 
Konsolidasi yang dilakukan pada masa kepemimpinan “SIAP-BISA” 
lebih cenderung di dominasi oleh Iksan Iskandar (SIAP), tergambarkan 
dari hasil wawancara peneliti dengan Mulyadi Mustamu (BISA), yang 
mengatakan : 
“...Deposisi (Promosi-Demosi) pejabat pastilah kalau di ganti 
kecewa tapi kan pasti kalau persoalan deposisi yang menentukan 
itu Bupati bukan saya (Wakil Bupati). Selaku pejabat pembina 
kepegawaian Bupati, misalkan prosedur untuk masuk pejabat untuk 
menentukan pejabat-pejabat adalah milik Bupati...”23 
 Penentuan posisi pejabat dalam briokrasi tergambarkan dari hasil 
wawancara di atas, merupakan hak prerogatif dari Bupati. Namun tidak 
selamanya konsolidasi yang dilakukan Bupati berakhir dengan penguatan 
birokrasi atau malah mengahsilkan perpecahan dalam tubuh birokrasi itu 
sendiri. Hal ini tergambarkan dari hasil wawancara penulis dengan 
H.Natsir24,yang menagatakan bahwa : 
“...persoalannya kita ini orang bekerja kemarin untuk 
mensukseskan beliau (SIAP), tapi kenapa hanya karena isu-isu dari 
orang tertentu saja yang dia (SIAP) dengar, bahkan ada orang 
yang bukan temannya kemarin yang dipasang (prosomosi), 
sedangkan „dia‟ orang tidak punya pengorbanan, yang seharusnya 
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  Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan SDA Dan sebagai Mantan Dinas kelautan dan 
Perikanan 
22
  Wawancara dengan penulis Pada Tanggal 6 Agustus 2016 
23
 Wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 27 April 2016 
24 Mantan Kepala Puskesmas Buludoang 
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itu orang kemarin itu yang mendukung diberikan jabatan 
(promosi).”25 
Pernyataan di atas menggambarkan bahwa para birokrat yang 
awalnya mendukung SIAP mulai merasakan kekecawaan, karena harapan 
mendapatkan promosi jabatan tidak sesuai dengan harapan para birokrat. 
SIAP di sisi lain, memiliki sudut pandang yang berbeda dengan H. Natsir 
(dari hasil wawancara di atas), SIAP dalam melakukan promosi dan 
demosi lebih kepada kinerja dari birokrat itu sendiri, hal tersebut 
tergambarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Iksan Iskandar (SIAP) 
yang mengatakan: 
“...kita sudah menyatu sekarang, 6 bulan terakhir ini sudah semakin 
terasa kemesraan antara dengan mantan-mantan lawan politik. 
Teman-teman ini yang merasa kurang puas dan kita merasa tidak 
anggap mampu untuk bekerja dengan baik kita minggirkan dan kita 
ambil orang yang baik-baik. Inilah yang agak pergesarannya 
(promosi-demosi). Kan dulu kita berteman, sama-sama (kita) bantu 
saya. Tapi saya lihat selama dua tahun kurang baik kerjanya  saya 
akhiri biarpun (kau) teman tapi tidak bagus bekerjnya lebih baik 
ambil musuh yang baik kerjanya. Ngapain saya „pelihara‟ kalau 
tidak bagus kerjanya .... jabatan itu untuk orang banyak bukan 
untuk pertemanan.”26 
Hal tersebut juga dapat tergambarkan dari hasil wawancara dengan 
H. Annas Kallanna, SE27, yang mengatakan:  
“...Awal-awal terpilihnya pasangan SIAP-BISA mayoritas yang  
dipasang itu adalah aparatur yang memang betul-betul keliatan 
mendukung SIAP-BISA   jadi kentara sekali persoalan politisnya di 
situ, namun ternyata sekarang banyak di antara mereka yang ada 
di birokrasi pemerintahan Kabupaten Jeneponto bukan pendukung 
SIAP-BISA atau  „dia‟ mendukung kandidat lain, tetapi di antara 
mereka menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan 
                                                             
25 Wawancara dengan penulis Pada Tanggal 6 Agustus 2016 
 
26
 Wawancara dengan Bupati Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 6 April 2016 
27
 Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Jeneponto   
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Kabupaten Jeneponto dan diberikan posisi yang baik demi untuk 
bagaimana Jeneponto lebih baik kedepan”.28 
Pernyataan dari Iksan Iskandar dan Annas Kallanna, SE diamini 
oleh penjabaran Alim Bahri  dari penggalan hasil wawancara peneliti, yang 
mengatakan: 
“...periode mutasi perdana, konsolidsi itu di bangun melalui tim 
supra tetapi sampai saat ini sebagian tim supra itu banyak yang 
kecewa karna kepentingan yang tidak terakomodir sehingga di 
mutasi terkhir hampir lagi tidak ada namanya tim supra. Karena 
mungkin Bupati sadar...”29 
Hasil wawancara peniliti diatas menggambarkan bahwa konsolidasi 
SIAP-BISA diawal kepemimpinannya lebih kepada membalas jasa kepada 
orang-orang (birokrat) yang ikut bekerja dalam pemenangannya dalam 
Pilkada Jeneponto tahun 2013. Namun ketika kepemerintahan di 
kabupaten Jeneponto  berjalan berbagai perubahan (pergeseran) 
dilakukan dalam birokrasi Jeneponto sebagai internal dari SIAP-BISA 
guna mendukung berjalan visi dan misi pasangan SIAP-BISA dan pelayan 
yang berorientasi kepada kepentingan publik.  
Dalam Konsolidasi yang mantap, yang di lakukan “SIAP-BISA” dia 
memepertahankan SEKDA Jeneponto di samping itu ada hubungan 
keluarga. SEKDA Jeneponto Juga mempunyai  banyak massa dan itu 
akan menejadi ancaman  di masa mendatang pada pemilu Jeneponto 
tahun 2018 bagi SIAP (Iksan Iskandar). 
Hal yang dijabarkan sebelumnya mengenai pergeseran jabatan 
akan menimbulkan masalah klasik dalam birokrasi Kabupaten Jeneponto. 
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 Wawancara dengan penulis, pada tanggal 17  Juni 2016 
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Peneliti melihat, sepertinya masalah netralitas birokrasi akan kembali 
terulang pada pilkada Jeneponto tahun 2018. Jika menggunakan istilah 
bahwa dalam politik tidak mengenal istilah pertemanan, pertemanan 
merupakan hanyalah didasarkan atas kepentingan belaka.Maka, 
menjelang Pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 2018 masalah klasik mulai 
bermunculan kembali, berhembusnya isu bahwa meregangnya hubungan 
SIAP-BISA memberikan efek kepada birokrasi khususnya para birokrat. 
Fenomena pada pilkada Kabupaten Jeneponto 2013 kemarin seakan 
terulang. Birokrasi memang menjadi kekuatan yang besar dalam 
pemilihan kepala Daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 
mendatang. Indikasi bahwa birokrasi akan menjadi “sasaran” calon 
pasangan telah mulai terlihat berdasarkan hasil wawancara penulis 
dengan Alim Bahri, sebagai berikut: 
“Jadi sekarang ini mulai keliatan pegawai yang tadinya benar-benar 
melakukan perlawanan dengan SIAP-BISA. Tapi, karena keliatan 
SIAP-BISA ini mau pecah di mata masyarakat, dan di publik mulai 
keliatan sekali mau pecah. Dan sama-sama ke depan, antara SIAP 
dan BISA ke depan (PILKADA Jeneponto 2019) berharap mampu 
merebut kursi 01 sehingga, keliatan sama-sama yang tidak 
mendukung itu sendiri sudah mulai dirangkul, dan sama-sama 
merangkul sehingga posisinya yang lebih banyak melawan tadi di 
rangkul kembali dan keliatan sekarang yang melawan mulai di 
rangkul memang”30. 
Berkembangnya politisasi birokrasi di tingkat lokal tidak lepas dari 
hasrat para politisi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Hal 
yang dilakukan oleh pasangan SIAP-BISA tidak bisa selamanya dianggap 
sebagai tindakan yang salah, jika melihat beberapa pandangan ahli 
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mengenai birokrasi dan politik. Dikatakan bahwa, politik dan birokrasi 
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat bahwa 
pemerintahan kita tidak bisa memisahkan masalah politik  dari masalah 
administrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Riggs (1991) bahwa orang 
yang berpikiran birokrasi itu netral secara politik sama saja dengan orang 
yang berpandangan bahwa orang-orang yang ada di dalam birokrasi itu 
merupakan powerless apparatus dan devoid of self-interest or power.31 
Alim Bahri menambahkan pendapatnya tentang pergesaran posisi 
jabatan, seperti yang diungkapkan, yakni : 
“Apapun alasannya yang melawan dan yang mendukung 
„konsolidasi‟ pilkada 2013 itu tidak benar. Saya kira bahwa inilah 
yang harus diselesaikan oleh pemerintahan hari ini, saya kira 
bahwa dulu  perubahan yang akan dibangun oleh SIAP-BISA 
adalah dimana meraka bangun konsolidasi bahwa PNS dalam 
lingkup Kabupaten Jeneponto itu seharusnya tidak terlibat dalam 
proses dukung-mendukung pada pilkada kemarin dan pada pilkada 
yang akan mendatang .”32 
Birokrasi merupakan lembaga yang lebih kepada menjalankan tugas 
dari hasil keputusan-keputusan yang dikeluarkan berdasarkan aturan-
aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Birokrasi harus netral secara 
dimasksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power) terhadap birokrasi33. Paling tidak terdapat tiga hal yang 
rawan ketika birokrasi itu terlibat di dalam politik. Pertama, munculnya 
intervensi politik di dalam penempatan jabatan-jabatan di dalam birokrasi. 
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 dalam Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia (konsolidasidemokrasi pasca-orde 
baru), Jakarta:Prenada,2010,hlm. 224  
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 Wawancara dengan salah satu Anggota LSM Jeneponto Pada Tanggal 6 Agustus 
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 Kacung Marijan. Op.cit Hal 219 
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Kedua ketika birokrat berpolitik, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan 
atas sumber-sumber keuangan dan fasilitas publik yang dimiliki oleh 
birokrat. Ketiga, dikhawatirkan membuat terjadinya pemilihan-pemilihan 
kepada kelompok tertentu.34 
5.1.2. Konsolidasi Eksternal “SIAP-BISA” 
Setiap pemerintahan dalam sebuah daerah mempunyai suatu 
masalah, yakni seringnya timbul ketegangan antara Kepala Daerah 
(Walikota/Bupati) dengan Lembaga Legislatif di daerah (DPRD). Hal 
tersebut tidak akan dapat dihindarkan, mengingat bahwa DPRD memiliki 
tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan di daerah. 
Ketegangan juga terkadang timbul akibat adanya kepentingan DPRD 
untuk menggulingkan Kepala Daerah. Dan juga kelompok kepentingan 
memberikan pengaruh yang kuat terhadap posisi pemimpin di Kabupaten 
Jeneponto. Maka peneliti membagi dua konsolidasi eksternal yang 
dilakukan oleh “SIAP-BISA”, yakni : (1) Konsolidasi Eksternal “SIAP-BISA” 
dengan DPRD dan (2) Konsolidasi Eksternal “SIAP-BISA” dengan 
Kelompok kepentingan (pengusaha). 
5.1.2.1. Konsolidasi Eksternal “SIAP-BISA” - DPRD 
Terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan 
pemerintahan memberikan gambaran bahwa diperlukannya check and 
balance dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dimana 
ketika Soeharto berkuasa sangat terlihat pola relasi legislative heavy yang 
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berimplakasi negatif terhadap demokrasi di Indonesia, ditemukan 
kecenderungan anggota DPRD pada saat itu sangat bertindak pragmatis. 
Fenomena legislative heavy pada orde baru akan sangat menghambat 
kinerja dari Kepala Daerah yang akan bekerja membangun daerahnya. 
Ketika Reformasi, pola legislative heavy mulai luntur digantikan dengan 
executive heavy di awal era reformasi, namun berbagai perbaikan 
dilakukan sehingga tercapainya check and balance antara pemerintah 
daerah dana lembaga legislative di daerah, dimana hal tersebut dapat 
terlihat pada UU No 32 tahun 2004, hal tersebut terlihat dari berkurangnya 
otoritas dari DPRD terhadap Kepala Daerah mauapun sebaliknya. UU No. 
32 Tahun 2004 menekankan adanya check an balance dalam berjalannya 
pemerintahan di daerah. Pada UU. 32 tahun 2004 pasal 25, 26 dan 27 
tentang Tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah, menggambarkan bahwa dibutuhkannya keseimbangan di 
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dimana lembaga 
eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dan lembaga legislatif 
sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Walaupun dengan UU tersebut 
tentunya belum menyelesaikan masalah antara eksekutif dan legislatif di 
daerah. 
Penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Jeneponto juga tidak 
terlepas dari relasi antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. 
Dibutuhkan sebuah langkah taktis oleh  “SIAP-BISA” sebagai Kepala dan 
Wakil Kepala daerah di Kabupaten Jeneponto dalam membangun 
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hubungan yang harmonis dengan legislatif Kabupaten Jeneponto. 
Demokrasi konsensus dianggap sebagai cara yang paling tepat dalam 
menghadapi kondisi masyarakat yang majemuk, dengan kekuasaan dan 
kewenangan yang berjalan berimbang diharapkan pasangan SIAP-BISA 
dan DPRD dapat saling mengontrol jalannya pemerintahan di Kabupaten 
Jeneponto. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten 
Jeneponto dianggap sebagai representasi dari rakyat Jeneponto, maka 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jeneponto  “SIAP-
BISA” harus memiliki komunikasi serta berkoordinasi dengan DPRD 
Kabupaten Jeneponto, dibutuhkannya konsolidasi dari segenap elemen 
masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam rangka memajukan Kabupaten 
Jeneponto menjadikan Jeneponto lebih baik. Dalam konsolidasi politik 
yang di lakukan oleh SIAP-BISA dalam menangani permasalahan di 
Kabupaten Jeneponto diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk 
memecahkan masalah-masalah yang  ada di Kabupaten Jeneponto.  
   “SIAP-BISA” mencoba membangun konsolidasi dengan DPRD 
dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan sehat 
dan diharapakan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara eksekutif 
dan legislatif di daerah Jeneponto, hal tersebut dapat tergambarkan dari 
hasil wawancara penulis dengan H. Kaharuddin, SE35, yakni: 
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 Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto,  Ketua  Fraksi partai PKB Komisi III bagian 
pembangunan. 
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“Iya tentu tetap menjalin komunikasi dengan kita,  komunikasi yang 
biasa kita  adakan pertemuan yang tidak terlalu formal, pak Bupati 
selalu meminta pandangan-pandangan dari kita bagaimana 
beberapa hal yang harus kita pecahkan terkait terhadap 
kepentingan Kabupaten ini...”36 
Hal yang hampir serupa juga di utarakan oleh H. Muhammad. S, S.Hi37: 
“Ya kami tetap berkomunikasi, bentuk komunikasinya itu kalau kita 
ada di wilayah kantor ini (Kantor DPRD Jeneponto )  kita berbicara 
masalah program pembagunannya visi-misinya kita kembalikan 
sudah sampai dimana, apakah sudah sesuai dengan visi-
misinya”.38 
Komunikasi yang tetap berjalan lancar antara “SIAP-BISA” dengan 
DPRD merupakan implikasi dari peta politik yang berada di DPRD 
Kabupaten Jeneponto, terbagi 8 fraksi dalam DPRD Kabupaten 
Jeneponto. Jika melihat perolehan kursi di DPRD Kabupaten Jeneponto 
15 kursi merupakan pengusung dari “SIAP-BISA” (Fraksi Demokrat 4 
kursi, Fraksi Persatuan dan Keadilan 11 kursi gabungan dari partai PPP, 
PKS, PBB dan PKPI) dan fraksi  golkar, PAN, HANURA, bertindak 
sebagai oposisi dalam DPRD kabupaten Jeneponto dengan jumlah 
perolehan 12 kursi, sedangkan fraksi Gerindra, Nasdem dan PKB memilih 
untuk netral dengan perolehan 13 kursi di parlemen Kabupaten 
Jeneponto. Pasangan SIAP-BISA membutuhkan konsolidasi dalam 
meloloskan kebijakan-kebijakan di DPRD Kabupaten Jeneponto. 
Dibutuhkan konsensus untuk melancarkan program maupun kebijakan 
dari pihak ekskutif di Jeneponto. Seperti yang dikatakan Arend Lijphart39 
                                                             
36
 Wawancara dengan peneliti pada tanggal 8 Juni  2016 
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 Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Fraksi Persatuan dan Keadilan Komisi II bagian 
Ekonomi 
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 Wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Juni 2016   
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(1999), bahwa kalau pada akhirnya keputusan-keputusan politik yang 
disepakati, hal itu merupakan hasil dari konsensus yang lahir antara 
Kepala Daerah dengan DPRD. Terlihat “SIAP-BISA” masih membutuhkan 
komunikasi dengan fraksi-fraksi oposisi yang berada di parlemen 
Kabupaten Jeneponto untuk menciptakan konsolidasi politik sehingga 
pada akhirnya mampu memuluskan program ataupun kebijakan yang 
ditawarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, masih 
kurangnya komunikasi antara “SIAP-BISA” dengan fraksi opisisi, dapat 
tergambarkan dari wawancara penulis dengan H. Annas Kallana, SE40, 
selaku wakil ketua DPP Golkar Jeneponto, yang mengatakan : 
“Sepertinya (Komunikasi) kurang, karena SIAP-BISA  memang 
tidak di usung oleh  partai Golkar, ya tidak ada komunikasi 
langsung lah”.41 
disisi lain  “SIAP-BISA” mulai membangun komunikasi dengan pihak netral 
seperti hasil wawancara penulis dengan H. Baharuddin Kain, yang 
mengatakan: 
“Iya,...Nasdem itu partai yang mendukung pemerintah selama 
jalannya yang dipilihnya benar, dan saya sering berkomunikasi 
kepada pak Bupati setiap saat di mana kita ketemu kita diskusi 
bagaimana Jeneponto menjadi lebih baik.42 
Tergambarkan dari kedua hasil wawancara di atas adanya relasi 
yang berbeda antara “SIAP-BISA” dengan pihak oposisi dan relasi antara  
“SIAP-BISA” dengan pihak netral di parlemen Kabupaten Jeneponto. 
Intensitas komunikasi “SIAP-BISA” dengan berbagai pihak dapat dilihat 
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 Wakil Ketua DPP Golkar Kabupaten Jeneponto 
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 Wawancara dengan penulis, pada tanggal 17 Juni 2016  
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 Wawancara dengan Aggota DPRD Jeneponto Ketua Fraksi NASDEM, pada tanggal 11 
Juni 2016 
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sebagai strategi politik yang digunakan “SIAP-BISA”, jika “SIAP-BISA” 
mampu mendapatkan suara dari pihak netral (NASDEM, Gerindra, dan 
PKB) hal tersebut dirasa cukup untuk meloloskan rancangan program 
maupun kebijakan yang berada di DPRD. Tindakan tersebut dapat dilihat 
sebagai pragmatisme politik “SIAP-BISA” melihat peta politik yang berada 
di DPRD Kabupaten Jeneponto. 
5.1.2.2. Konsolidasi Eksternal “SIAP-BISA” – Kelompok Kepentingan 
(Pengusaha) 
Kelompok kepentingan merupakan salah satu elemen penting bagi 
berjalannya demokrasi. Kekuatan politik dari kelompok kepentingan 
sangatlah besar, di berbagai belahan dunia banyak pemimpin-pemimpin 
runtuh akibat dari kurang diperhatikannya kelompok kepentingan oleh 
pemimpin yang berkuasa, revolusi industri di eropa sebagai contoh kecil 
ketika pemerintah tidak memperhatikan kelompok-kelompok kepentingan. 
Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkannya konsolidasi dari pihak 
pemerintah dengan pihak kelompok kepentingan. Pengusaha (kelompok 
kepentingan), memiliki relasi dengan para pemimpin pemerintah, hal 
tersebut juga dapat terlihat di Kabupaten Jeneponto. 
 “SIAP-BISA” diharapakan memiliki relasi dengan pengusaha sebagai 
bentuk dari mempertahankan kekuasaannya, dan sebagai bentuk 
keinginan membangunan Kabupaten Jeneponto. SIAP-BISA sebagai 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tentunya harus terlibat 
dalam kegiatan pasar (bisnis) walaupun hanya sekedar mengontrol 
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perokonomian di Kabupaten Jeneponto. Keberadaan “SIAP-BISA” 
sebagai pemangku kebijakan harus bertindak pro kepada masyarakat 
luas, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga 
tetap harus memperhatikan pengusaha-pengusaha lokal yang berada di 
Kabupaten Jeneponto.  
Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto merupakan 
sebuah bentuk dari keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
bersama dengan DPRD. Secara aturan, dalam penentuan pemegang 
proyek infrastruktur dilalui dengan pelelangan umum seperti yang 
ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah pasal 17 (Keppres No 80 Tahun 2003 pasal 17) bahwa dalam 
pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya menggunakan 
metode pelelangan umum (terbuka). Hal tersebut seperti yang 
diungkapakan oleh Abd. Makmur S yang mengatakan bahwa: 
“Kalau tender-tender umum yang saya dengar itu berbagai proses 
lelang dan pengadaan, bentuk komunikasi kami baik setiap minggu, 
ada pertemuan rapat kordinasi di ruang pola kantor Bupati yang di 
sebut dengan istilah kopi morning pada saat berlangsung rapat 
kordinasi ada tahap-tahap evaluasi di situ ada target yang kita ingin 
capai ada evaluasinnya di situ. Intervensi dalam secara artian positif 
itu ketika ada hal-hal yang perlu di percepat intervensi itu 
memberikan arahan-arahan positif untuk membangun Jeneponto”.43 
Namun, dalam beberapa hal ditemukan juga adanya penunjukan 
langsung oleh Bupati-Wakil Bupati dalam menangani proyek yang terjadi 
di Jeneponto, seperti yang diungkapkan oleh Isnad Ibrahim, SH (Karaeng 
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Lontang)44  pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Karaeng 
Lontang mengatakan: 
“...terkait dengan (beberapa) proyek yang ada di Jeneponto 
menggunakan garis komando. Jadi, siapa yang di inginkan oleh 
Bupati itu yang harus dilaksanakan oleh para pejabat-pejabat, 
mengenai (siapa) yang menentukan jalannya (proyek tersebut)...”45  
Hasil kedua wawancara tersebut memberikan gambaran berbagai 
bentuk penanganan dan proses penentuan pemenang proyek di 
Kabupaten Jeneponto. Ketika keputusan pemegang proyek ditentukan 
atau terpusat oleh individu (Bupati) hal tersebut akan melahirkan pola 
Partimonial antara pemimpin dan pengikut, sedangkan ketika dalam 
penentuan proyek dtentukan oleh proses pelelangan umum maka hal 
tersebut lebih berorientasi kepada pasar (market-centered)  yang berarti 
semuanya diserahkan kepada pasar dan pemerintah hanya fasiltator 
dalam penyelenggaraan pelelangan proyek. 
Hasil wawancara peneliti dengan Isnad Ibrahim (Karaeang 
Lontang) juga ditemukan masalah, yaitu masalah ketidakadilan yang 
dirasakan oleh pengusaha-pengusaha lokal yang berada di Kabupaten 
Jeneponto, bahwa kecenderungan pengusaha-pengusaha lokal hanya 
memperoleh sekitar 20% dari keseluruhan proyek yang berada di 
Kabupaten Jeneponto,  sebagai berikut : 
Kalau menyangkut masalah proyek di Jeneponto tidak di terapkan 
asas keadilan. Kenapa? perhatian kepada pengusaha-pengusaha 
lokal di bawah standar. Asas keadilan dan pemerataan yang tidak 
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digunakan, karena banyak pengusaha-pengusaha asli yang tidak 
mendapat kontrak asli,... pengusaha putra daerah lokal tidak ada, 
selama tiga tahun ini, pelaksaanaan proyek yang di utamakan 
orang-orang dekat  pak Bupati untuk melaksanakan proyek dengan 
sistem dan cara yang digunakan  meminjam perusahan-perusahan 
yang ada artinya proyek-proyek yang anggarannya besar 
dilakasakan oleh pengusaha-pengusaha dari luar...”46 
Kecenderungan dalam penentuan pemenang proyek di Kabupaten 
Jeneponto melalui jalur tender dimenangkan oleh pengusaha dari luar, 
seperti, Hal tersebut diungkapkan oleh Karaeng Lontang, sebagai berikut: 
“...pemerintah daerah Kabuapten Jeneponto seharusnya 
memikirkan hal ini, ketika (melalui) tender orang dari luar yang 
mengerjakannya, tetapi kalau penunjukan banyak orang Jeneponto 
yang kerja. artinya hampir 100% orang dari  luar karena melalui 
tender...”47 
 
Disamping hal tersebut, karaeng lontang juga memberikan 
informasi kepada peniliti bahwa dalam proses penunjukkan juga yang 
diuntungkan adalah orang-orang dekat dari Bupati maupun Wakil Bupati. 
Karaeng Lontang dalam wawancara: 
“...dalam pelaksaanaan proyek yang di utamakan itu adalah orang-
orang dekat  Pak Bupati...proyek-proyek penunjukan di kerjakan 
oleh orang-orang tertentu dengan sistem pinjam perusahaan, 
menyangkut masalah tender ini kan tender elekronik, „dia‟ memakai 
sistem garis komando artinya berdasarkan petunjuk dari atas untuk 
di jadikan pemenang, jadi belum sesuai dengan harapan 
pemerintah berdasarkan undang-undang yang sudah ditentukan.”48  
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dari wawancara penulis dengan Karaeng Lontang di atas dapat ditemukan 
bahwa masih dibutuhkannya konsolidasi antara “SIAP-BISA” dengan 
dengan pihak kelompok kepentingan (pengusaha) dalam menyelesaikan 
permasalahan dalam penentuan pemenang proyek-proyek yang ada di 
Kabupaten Jeneponto. Jika melihat bahwa telah ada usaha yang 
dilakukan “SIAP-BISA” dalam menjalin komunikasi dengan pihak 
pengusaha untuk membangun konsolidasi dengan pihak kelompok 
kepentingan yang berada di Kabupaten Jeneponto, seperti juga yang 
diungkapkan oleh Karaeng Lontang, yaitu: 
“...komunikasi sangat terjalin dengan Bupati dan Wakil Bupati. 
keduanya adalah keluarga tidak ada dendam di antara saya, 
Bentuk komunikasi saya seperti biasa komunikasi kepada keluarga. 
Tetapi komunikasi soal pelaksanaan pemerintahan kami tidak 
masuk kedalam ranah itu, tetapi kalau komunikasi terkait dengan 
kebiajkan-kebijakan yang menyangkut pengusaha saya sering. 
Sering saya menyampaikan, tapi ini menyampaikan bukan per-
induvidu tetapi menyampaikan melalui lembaga, saya selaku ketua 
Asosiasi  pengusaha Jeneponto selalu memberikan penyampain 
lewat audience, bahwa tolong diperhatikan para pengusaha yang 
ada di Jeneponto agar bisa membantu membangun daerah ini 
(Jeneponto). Tetapi sampai saat ini belum terakomidir apa yang 
pengusaha inginkan...”49 
hasil wawancara penulis dengan Moh Awal Parampasi, yang mengatakan: 
“Jadi kalau adapun permasalahan-permasalahan di Kabupaten 
Jeneponto di buka ruang dialog dengan masyarakat apa 
permasalahan yang terjadi di masyarakat, tiap bulannya itu di 
adakakan rapat forkopinda. Forkopinda itu apabilah ada 
permasalahan yang muncul di masyarakat langsung di tangani 
oleh forkopinda. Forkopinda ini forum kordinasi pimpinan daerah, 
Bupati, Wakil Bupati, Sekda , ketua DPRD, kejari, Dandim, 
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Kapolres. Bukan hanya Bupati, jadi setiap ada permasalahan kita 
himpun kemudian kita ungkapkan di forum forkopinda dan disitu 
ada solusinya dan jalan keluar untuk memecahkan masalah yang 
terjadi  di Kabupaten Jeneponto.”50 
Adapun yang diungkapkan H. Annas Kallanna, Se : 
“Iya sampai hari ini saya mengamati proyek-proyek  yang ada di 
Kabupaten Jeneponto bagus, artinya keliatan sekali bahwa  proyek-
proyek yang di bangun di Kabupaten  Jeneponto itu merata di 
semua  kecamatan dan memang lebih banyak membangun di 
infarsutruktur  terutama di bidang pertanian juga untuk pengairan 
dan sebagainya bagus menurut saya.” 
Dapat tergambarkan dari tiga hasil wawancara di atas bahwa, 
terjadi proses konsolidasi ekternal yang dilakukan “SIAP-BISA”, 
komunikasi yang lewat lembaga Asosiasi pengusaha Jeneponto sebagai 
bentuk usaha menampung aspirasi para pengusaha, lalu lewat dialog 
Forkopinda pihak “SIAP-BISA” dibantu dengan pimpinan-pimpinan daerah 
mencoba memecahkan masalah yang dihadapai oleh masyarakat 
Jeneponto sehingga mampu tercipta konsolidasi antara pihak “SIAP-BISA” 
dengan kelompok kepentingan untuk menjaga kestabilan 
kepemimpinannya yang berada di Kabupaten Jeneponto, serta 
pengawalan dan pengawasan dari DPRD sangat diraharapkan 
eksistensinya sebagai interpretasi dari masyarakat Jeneponto. 
 Dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti uraikan diatas 
mengenai konsolidasi eksternal “SIAP-BISA” dengan pihak kelompok 
kepentingan (pengusaha) dapat tergambarkan masih dibutuhkannya 
komunikasi yang intensif serta koordinasi dari berbagai pihak, agar 
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pemerintahan di Kabupaten Jeneponto tetap berjalan stabil. Sedangkan, 
pihak “SIAP-BISA” diharapkan lebih pro aktif dalam menampung aspirasi 
dari pengusaha-pengusaha lokal di Kabupaten Jeneponto dan bagi 
pengusaha tetap mejalin komunikasi dengan pihak eksekutif dan legislatif 
yang berada di Kabupaten Jeneponto, dengan begitu maka konsolidasi 
akan tercapai. 
5.2. Pengaruh Konsolidasi Terhadap Kinerja Birokrasi di 
Pemerintahan Jeneponto 
Konsolidasi politik pasca Pilkada Kabupaten Jeneponto tahun 
2013, memberikan dampak bagi birokrasi, dan hal tersebut tidak lepas dari 
kinerja birokrasi itu sendiri. Peniliti menemukan 3 (tiga) model kinerja yang 
dihasilkan akibat konsolidasi yang dilakukan oleh  “SIAP-BISA”. (1) Kinerja 
birokrat yang Tinggi, (2) kinerja birokrat yang sedang, dan (3) Kinerja 
birokrat yang rendah. Yang akan diuraikan lebih lanjut.  
5.2.1. Kinerja Birokrat yang Tinggi 
Konsolidasi internal yang dilakukan oleh “SIAP-BISA” memiliki 
dampak bagi struktur, pergeseran jabatan sehingga berdampak bagi 
kinerja dari birokrasi itu sendiri. Dalam pergeseran jabatan yang dilakukan 
oleh “SIAP-BISA” ditemukan ada beberapa birokrat muda dan birokrat 
senior yang merasakan dampak dari pergesaran posisi jabatan. Birokrat 
muda tidak selamanya memberikan hasil sesuai keinginan, asumsi awal 
bahwa ketika birokrat muda akan menjamin bahwa birokrat muda itu dapat 
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memberikan inovasi bagi perkembangan pelayanan kepada hal layak. 
Karaeng Kuri51 menyatakan : 
“PNS muda sekarang bagus, kenapa saya bilang bagus? kadang-
kadang kita PNS lama (senior) ini yang sudah mau pensiun itu 
maunya ada inovatif, kreatif, motivasi...jadi sekarang PNS muda itu 
kreatif bahkan melebihi PNS lama, tapi PNS lama itu 
pengalamannya tinggi kadang-kadang PNS muda itu 
tempramennya agak keras cepat terpengaruh akhirnya kita PNS-
PNS lama ini membina, mengarahkan, walaupun dia lebih pintar 
dari kita, tapi kita harus tau juga bahwa masih  mau dibina tapi 
okelah PNS muda kreatifnya bagus.”52 
Pernayataan Karaeng Kuri di atas memberikan gambaran kepada 
peneliti bahwa birokrat muda memiliki kreatifitas, inovasi dan motivasi 
yang cukup baik. Namun, di sisi lain birokrat muda juga masih 
membutuhkan pembinaan dari birokrat senior. Dibutuhkan sinerginitas 
atas birokrat muda dan senior, guna memberikan pelayanan yang baik 
bagi masyarakat. 
Penulis menemukan dilapangan bahwa konsolidasi internal yang 
dilakukan  “SIAP-BISA” dalam hal ini melakukan promosi jabatan, faktanya 
promosi jabatan yang diperoleh oleh birokrat muda lebih dikarenakan 
kedekatan birokrat kepada Bupati, seperti yang diungkapkan oleh Alim 
Bahri, yakni: 
“Kalau PNS yang masih berumur muda saat ini ketika dia dekat 
dengan pejabat maka dia akan menjadi pejabat struktural...”53 
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 Pemberian promosi jabatan bagi birokrat muda masih terindikasi 
adanya primordialisme dalam penentuan posisi-posisi inti di birokrasi 
Kabupaten Jeneponto. Birokrat muda juga masih mengalami 
ketertinggalan dari pengetahuan pengelolaan informasi dan teknologi, 
masih dibutuhkan perhatian langsung dari Bupati sebagai orang yang 
mengatur bidang kepegawaian di daerah Kabupaten Jeneponto, seperti 
yang diungkapkan oleh Karaeng Makka54 mengenai kinerja birokrat muda, 
yang mengatakan : 
“Yang muda sekarang ini sekarang kita ini rata-rata khususnya yg 
K1 dan K2 ketertinggalan dari soal  IT jadi itu yang selalu beliau 
genjot kalau memang belum terampil silahkan melakukan diklat-
diklat pelatihan supaya bisa bersaing untuk menghadapi sistem 
kompetisi yang akan nanti di hadapi ke depan”.55 
Alim bahri melanjutkan pendapatanya mengenai birokrat muda dalam 
ranah kepemerintahan Jeneponto: 
“...dan kemudian ketika dia (PNS Muda) tidak dekat dengan 
pemerintahan hari ini, maka dia akan menjadi orang yang tidak 
berdaya, guna dalam pemerintahan itu sendiri karena memang saat 
ini ada hal cukup kontradiktif, dimana seharusnya konsolidasi politik 
yang dibangun adalah konsolidasi politik yang (sifatnya) demokratis 
yang tentu ketika menurunkan pola kebijakan itu harus berorentasi 
kepada kepentingan rakyat, yang secara demokratis. Dan jauh dari 
kepentingan-kepentingan kekuasaan dalam rangka untuk 
memproleh kekuasaan di periode ke dua mendatang.”56 
Gambaran hasil penilitian yang diperoleh oleh peniliti bahwa, 
birokrat muda yang diberikan promosi jabatan hendaknya memberikan 
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gebrakan, inovasi dan menyalurkan kreatifitasnya sehingga menghasilkan 
kinreja yang tinggi dalam pelayan kepada masyarakat. 
5.2.2. Kinerja Birokrat yang Sedang 
Peneliti menemukan salah satu tipe birokrat yang dalam 
menyelesaikan tugasnya, sifatnya terbilang biasa-biasa saja. Peniliti 
mampu memberikan gambaran dari hasil wawancara peniliti dengan 
beberapa informan di lapangan. Bahwa, faktanya ada beberapa birokrat 
yang hanya bekerja tanpa melakukan inovasi terhadap kinerjanya. Seperti 
hasil wawancara peniliti dengan Karaeng Kuri57 : 
“Kalau PNS sedang-sedang itu maunya itu bagaimana melakukan 
inovatif kerjanya harus bagus dan harus melakukan kulaih lagi 
suapaya wawasannya bisa berkembang lagi dan supaya juga dia 
naik jabatanyan atau golongannya kan kalau yang s1 kuliah lagi 
ambil s2 pasti wawasannya akan terbuka lagi.” 
Pernyataan tersebut diamini oleh Karaeng Kallanna58: 
“Kalau PNS yang sedang-sedang saat ini, ada. pegawai biar tidak 
disuruh tetap bekerja karena produkfitasnya tinggi, karena dia 
punya ketrampilan, tapi yang saya sayangkan saat ini kalau ada 
PNS yang sama sekali tidak mampu mengoperasikan komputer, di 
jaman sekarang ini kan rata-rata pekerjaan di kantor itu di kerjakan 
secara elektronik. Dan memang harus ada peran pimpinan 
eksekutif melakukan pengawasan yang maksimal.” 
Yang juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan H. Natsir59: 
“Ada juga kalau kita kasih tau satu kali apa yg kita perintahkan dia 
laksanakan sesuai dengan apa yng kita harapkan, tapi ada juga 
malas sekali datang dan hanya datang, duduk, diam Cuma main 
HP saja dia kerjakan.”60 
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 Pernyataan dari ketiga informan di atas, menggambarkan fakta 
birokrasi dan birokrat di Kabupaten Jeneponto. Bahwa kompetensi yang 
dimiliki para birokrat masih dalam taraf yang sedang, dan juga masih 
kurang keinginan dari birokrat untuk melakukan inovasi. Bupati selaku 
kepala pemerintahan di kabupaten Jeneponto, seyogyanya memberikan 
arahan kepada para birokrat. 
Peniliti menemukan dilapangan bahwa telah diadakannya kopi 
morning guna meningkatkan kinerja dari SKPD maupun birokrat yang 
kinerjanya sedang . Seperti yang diungkapkan oleh Drs. Nur Alam, M.Si 
yang mengatakan: 
“Kopi moning secara internal di pemerintahan. Kemudian dengan 
masyarakat kita melakukan kunjungan-kunjungan, menghadiri 
kegiatan-kegiatan di masyarakat yang bisa mensosialisasikan 
program-program pemerintah bahwa kita sudah melakukan kerja 
yang baik, seperti program gammara ini tdk akan mungkin kita 
perbaiki kota ini kalau tidak ada peran serta masyarakat, dan itu 
harus di awali dengan konsolidasi...”61 
 
Dan diamini oleh Mulyadi Mustamu, yang mengatakan: 
Setiap minggu, senin pagi setelah kita upacara selalu melaksankan 
rapat kordinasi kopi moning namanya mulai dari awal sampai 
sekarang Alhamdulillah hah-hal yang kurang itu kita bisa benahi dan 
kita diskusikan bersama semua skpd dan juga seluruh unsur 
muspida setiap tanggal 17 kita lakukan rapat yaitu rapat kordinasi 
dengan pimpinan daerah forkopinda.62 
Kinerja birokrat sebagai pelayan publik tentunya harus maksimal 
demi kepentingan masyarakat Jeneponto, diadakannya kopi morning 
diharapakan mampu menjadi ruang bagi SKPD dalam meningkatkan 
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kinerja dinas-dinas, dan birokrasi secara umum. Peniliti melihat para 
birokrat yang kinerjanya sedang, cukup dominan dalam tubuh birokrasi 
Kabupaten Jeneponto. 
5.2.3. Kinerja Birokrat yang Rendah 
Konsolidasi politik yang terjadi di Kabupaten Jeneponto mempunyai 
banyak pengaruh terhadap berjalannya birokrasi pemerintahan Kabupaten 
Jeneponto yaitu banyak perubahan-perubahan di ranah struktural pada 
jajaran kepemerintahan Kabupaten Jeneponto. Mutasi yang terjadi di 
badan birokrasi Jeneponto merupakan gamabaran dari hasil konsolidasi 
yang dilakukan pasangan SIAP-BISA.  
Ketika masyarakat Jeneponto memilih pasangan SIAP-BISA 
sebagai pemimpin mereka dalam 5 tahun masa jabatannya, tentunya 
banyak harapan dari masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di 
Kabupaten Jeneponto. Mutasi yang dilakukan oleh pasangan SIAP-BISA 
diranah internal kepemerintahan Kabupaten Jeneponto juga dapat dilihat 
sebagai, proses mencari komponen yang tepat sebagai partner dalam 
menjalankan birokrasi efisien dan efektif. Diharapkan mutasi yang 
dilakukan akan mempengaruhi dari kinerja birokrasi di Kabupaten 
Jeneponto itu sendiri, yaitu akan meningkatkan daya saing dari setiap 
kepala SKPD dalam memberikan hasil pelayanan maksimal bagi 
masyarakat dengan memberlakukan reward dan punishment bagi birokrat 
di birokrasi Kabupaten Jeneponto.  
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Jika menggunakan pendapat bahwa birokrasi merupakan politic 
creation, berarti keberhasilan dari birokrasi dalam melayani masyarakat 
merupakan keberhasilan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemimpin politik. Yang juga peneliti melihat, ketika masyarakat puas 
dengan kinerja birokrasi berarti masyarakat puas dengan kinerja pemimpin 
pemerintahannya dalam hal ini adalah Walikota/Bupati dan Wakilnya. 
Penentuan posisi-posisi strategis dalam birokrasi di Kabupaten 
Jeneponto tentunya sangat dipengaruhi oleh peran dari  “SIAP-BISA”, jika 
melihat sebagian yang menduduki jabatan kepala dinas merupakan 
orang-orang yang mendukung “SIAP-BISA” pada pilkada Jeneponto tahun 
2013. Yang berarti, bahwa Bupati-Wakil Bupati memiliki kewenangan 
dalam menunjuk orang-orang yang dianggap cocok menduduki posisi 
dalam birokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin yang 
mengatakan : 
“Tentu, aktor politik jelas ada pengaruhnya, karena contoh kecil 
seperti saya, karena saya ini adalah korban politik periode lalu 
saya di non-jobkan selama 5 tahun, hanya karena saya tidak 
memilih bupati yang lalu (Rajamilo). Tapi, Alhamdulillah sekarang 
saya masuk di tim SIAP-BISA, tentu manusiawi kan? masa orang 
yang bekerja tidak di perhatikan”.63 
 
Hal yang di utarakan oleh Amir Syarifuddin menggambarkan bahwa 
mutasi yang terjadi dalam struktur kepemerintahan pasca pelantikan 
Bupati dan Wakil Bupati baru akan selalu ada, dan  telah menjadi 
fenomena setiap pergantian kepala pemerintahan. Jika pemutasian yang 
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terjadi di dasari atas niat memperbaiki bangsa tentunya hal tersebut tidak 
akan menjadi sebuah masalah, namun jika pemutasian yang terjadi hanya 
di dasari atas dasar balas jasa politik tanpa melihat kapabilitas dari calon 
pejabat yang akan di pilih tentunya hal tersebut akan merugikan bagi 
masyarakat luas. 
Konsolidasi internal dalam jajaran birokrasi pemerintahan 
Kabupaten Jeneponto sangat terlihat memiliki pengaruh dalam 
pergesaran posisi dalam tubuh birokrasi di Kabupaten Jeneponto, 
sehingga berdampak pada kinerja dari birokrasi. Dari Hasil Wawancara 
dengan Karaeng Kallanna64, yakni: 
“...yang di nonjobkan itu otomatis tidak mau bekerja. saya kasih 
contoh si A mantan pejabat, mantan kepala dan di nonjobkan dan 
masih tetap bekerja di tempat kerjanya, pertama yang akan muncul 
rasa malu sama teman-temannya karena dia pernah berkuasa 
menjadi pimpinna dan tiba-tiba tidak di berikan pekerjaan khusus di 
sebuah institusi tertentu sehingga otomatis tidak bekerja. Pimpinan 
juga tentu agak segan memberikan pekerjaan kepada meraka 
kaerna dia mantan pejabat, ini yang perlu di hindari tetapi di suatu 
sisi juga kalau tidak mau di nonjobkan pandai-pandailah 
membawakan diri karena yakin saat ini di samping prestasi lain 
menonjok itu ada kedekatan human of cros dengan  pejabatnya. 
Pejabat penilai yang memang betul-betul mampu memiliki 
kewenagan untuk melakukan  mutasi siapa saja yang di kehendaki, 
itu penting juga jadi ada etika, harus ada hubungan emosioanl yang 
lebih baik karena jabatan itu saya liat lebih menonjol persoalan 
politisnya ketimbang dari pada persetasinya, banyak pejabat 
prestasinya tidak terlalu menonjol tapi hubungan emosianalnya 
dengan pejabat penentu itu lebih ada, sehingga dia lebih 
mendapatkan posisi jabatan daripada merekan yang mendapat 
prestasi yang lebih baik.”65 
 Kinerja birokrasi nampaknya sangat dipengaruhi oleh pergeseran-
pergesaran posisi dalam tubuh birokrasi, seperti dalam hasil wawancara di 
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atas, bahwa dampak dari pergeseran posisi tersebut menyebabkan kinerja 
yang rendah oleh birokrat yang di nonjobkan.hal tersebut terurai jelas dari 
hasil wawancara di atas. Alim Bahri memberikan pernyataan mengenai 
kinerja birokrat yang di nonjobkan: 
“Harusnya para PNS yg di nonjobkan yang dalam tanda kutip 
kemarin adalah lawan politik dari pemerintahan hari ini pada 
pertarungan pilkada tahun 2013 kemarin harusnya tetap dia rajin 
masuk kantor tetap tunduk dan patuh kemudian loyal terhadap 
perintah pimpinan dan kemudian jabatan itu harus dianggap suatu 
amanah dan rezeki yang haru di emban dan ketika pd saat di non 
job dia tetap harus melaksanakn tugas dan fungsinya tetapi yg 
terjadi hari ini adalah mereka mengaibaikan tugas dan fungsinya 
dia lebih cenderung juga ikut tergurumus ikut terjebak pd pesolalan 
politik kepentingan kekuasaan.”66 
Konsolidasi yang terjadi pasca pilkada di Kabupaten Jeneponto, 
memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan Kabupaten Jeneponto, 
khususnya bagi kinerja dari birokrasi. Kecenderungan terjadi dilapangan, 
peniliti menemukan bahwa birokrat yang di nonjobkan memberikan kinerja 
yang terbilang rendah, melihat bahwa demosi yang di peroleh merupakan 
hasil dukung-mendukungnya dalam pilkada kabupaten Jeneponto Tahun 
2013 kemarin.  
 
 
 
 
                                                             
66
 Wawancara dengan salah anggota LSM Jeneponto Pada Tanggal 6 Agustus 2016 
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BAB VI 
PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab 
ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan 
masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari 
hasil penelitian mengenai Konsolidasi Politik pasangan “SIAP-BISA” 
Setelah Memenangkan Pemilu Jeneponto Tahun 2013. Kedua, saran-
saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun. 
6.1. Kesimpulan 
6.1.1. Peneliti menyimpulkan Konsolidasi politik pasca pemilihan Kepala 
daerah Kabupaten Jeneponto 2013, menghasilkan dua konsolidasi 
yang dilakukan oleh “SIAP-BISA” yakni konsolidasi internal dan 
konsolidasi eksternal. Adapun peneliti menemukan bahwa 
konsolidasi internal “SIAP-BISA” terbagi menjadi 3 tipe, yakni (1) 
Konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan Pendukung “SIAP-BISA”, 
(2) Konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan birokrat “dua kaki”, (3) 
Konsolidasi internal “SIAP-BISA” dengan birokrat lawan “SIAP-
BISA”. Sedangkan Konsolidasi Eksternal “SIAP-BISA” mengarah 
kepada (1) Konsolidasi eksternal “SIAP-BISA” dengan Anggota 
DPRD, dan (2) Konsolidasi eksternal “SIAP-BISA” dengan 
Kelompok Kepentingan (pengusaha). 
6.1.2. Konsolidasi Politik yang dilakukan oleh SIAP-BISA dalam ranah 
internal memberikan dampak kepada kinerja dari para birokrat dan 
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birokrasi di Kabupaten Jeneponto. Peniliti menyimpulkan bahwa 
Akibat dari konsolidasi yang dilakukan oleh “SIAP-BISA” 
memberikan dampak kepada kinerja birokrat, yakni menciptakan 
birokrat yang kinerjanya tinggi, sedang dan rendah. Konsolidasi 
yang dilakukan “SIAP-BISA” pasca pilkada menciptakan keadaan 
yang dinamis pada tubuh birokrasi di Kabupaten Jeneponto. 
6.2. Saran 
Terkait masalah penelitian tentang Konsolidasi Politik  “SIAP-BISA” 
Setelah Memenangkan Pemilu Jeneponto Tahun 2013, maka Penulis 
memberikan beberapa saran: 
6.2.1. Diperlukannya relasi yang baik antara “SIAP-BISA” dengan 
birokrasi, dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan yang 
bersih serta dibutuhkannya komunikasi yang terjalin dengan baik 
antara “SIAP-BISA” dengan Parlemen baik dengan pihak Koalisi 
maupun pihak Opisisi agar mampu menciptakan kestabilan 
pemerintahan Jeneponto. Dan diaharapkan “SIAP-BISA” mampu 
mengelaborasikan berbagai kelompok kepentingan yang berada di 
Kabupaten Jeneponto, sehingga tidak akan terjadi perpecahan di 
Kabupaten Jeneponto. Serta diharapkan pada pemerintahan 
“SIAP-BISA” mampu menjaga tanggung jawab dan menjadi 
pemimpin yang amanah dari masyarakat dalam menjalankan 
konsolidasi politik pada masa jabatannya.. 
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6.2.2. Dalam birokrasi Pemerintahan ada pengaruh konsolidasi politik di 
Kabupaten Jeneponto bagaimana seorang figur atau tokoh yang 
mempunyai pengaruh dan tanggung jawab dan jabatan di sebuah 
lembaga daerah hendaknya bersikap profesional dalam 
menjalankan tugas, diharapkan mampu memisahkan kepentingan 
yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
dan konflik kepentingan dalam suatu birokrasi pemerintahan. Hal 
utama yang harus diperhatikan adalah kepentingan publik bukan 
kepentingan golongan tertentu, tanpa ada tendensi politik yang 
mengikat. Serta peniliti memberikan saran dalam penulisan ini, 
bahwa dengan menjadi pemimpin sebuah lembaga pemerintahan 
diharapkan tetap menjaga integritas sebagai orang yang dipilih 
langsung oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.   
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